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Universitas Indonesia 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan Negara kita Indonesia, seperti yang tersurat dalam alinea 4 

Undang-Undang Dasar 1945, adalah memajukan kesejahteraan umum. 

Faktanya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis batas  

kemiskinan, yang berarti pencapaian kesejahteraan umum masyarakat 

Indonesia, sebagai salah satu tujuan Negara kita belum dapat tercapai 

sepenuhnya. Mengatasi hal ini, Indonesia sebagai salah satu Negara 

berkembang dengan penduduk terbanyak ke-4 tentunya giat melakukan 

pembangunan di segala bidang, khususnya bidang perekonomian yang 

berkaitan erat dengan aspek kesejahteraan umum. Populasi penduduk 

Indonesia yang cukup tinggi dan tidak merata penyebarannya cukup 

menyulitkan kegiatan pembangunan yang efektif dari pemerintah pusat. Inilah 

mengapa, perlu sekali adanya peran serta dari tiap-tiap rakyat Indonesia untuk 

berpartisipasi secara aktif guna menunjang cita-cita pembangunan serta 

terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. 

Adalah Koperasi, sebagai satu-satunya bentuk bangun usaha yang sesuai1 

dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 19452 yang berfungsi membangun dan 

mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

dan sosialnya.3 Koperasi menjadi suatu perpaduan yang unik dimana 

                                                                 
1 Ibnu Soedjono, Buku 3 Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad 

Terakhir: Paruh Pertama Ekonomi Orde Baru, (Jakarta: Kanisius, 2005), hal.66.  

2 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.” 

3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat 1. 
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mempertemukan ideologi kapitalis4 dan ideologi sosialis 5. Walaupun sama-

sama menggunakan instrumen perusahaan, koperasi sungguh berbeda dalam 

substansinya. Kalau kapitalisme menyandarkan setiap aspek pada orientasi 

laba sebesar-besarnya (profit oriented), maka koperasi dilandaskan pada 

konsep nilai manfaat (benefit oriented). Pembagian yang adil di koperasi juga 

diwujudkan dalam konsep sistem dana perlindungan kembali (economic 

patrone refund). Dimana nilai lebih (surplus value) dari kegiatan-kegaitan 

ekonomi perusahaan dikembalikan lagi kepada anggota-anggotanya dalam 

konsep berdasarkan besaran partisipasi dan juga setidaknya menurut jerih 

payah.  

Di antara dua kekuatan besar, kapitalis dan sosialis, ideologi koperasi 

mengambil jalan tengah, yakni mengutamakan peranan manusia dalam 

memupuk modal secara bersama-sama, yang nantinya juga dimanfaatkan 

secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama atau dengan 

kalimat lain kepemilikan bersama atas modal atau kepemilikan modal oleh 

Negara tersebut dimaksudkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan 

anggota masyarakat dengan cara bekerja sama.6 

Koperasi sebagai suatu badan usaha tentunya harus mampu menghimpun 

modal, mengembangkan usaha dan kelembagaannya, termasuk menciptakan 

profit, benefit dan efisiensi. Namun di lain sisi, dapat kita lihat bahwa koperasi 

                                                                 
4 Ideologi kapitalis merupakan paham yang percaya bahwa modal merupakan sumber utama untuk 

menjalankan system perekonomian di suatu Negara. Menurut Warner Sombart, kapitalisme adalah sebuah 

sistem pemikiran ekonomi yang bersifat netral. Sebagai sistem pemikiran, kapitalisme ditandai oleh semangat 

tiga hal: pemilikan, persaingan dan rasionalitas. Sementara itu banyak pakar yang menganggap bahwa 

kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi atau sosial. Lebih sempit dari itu kapitalisme juga sering 

disebut sebagai “sistem industri modern”. Tapi dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa kapitalisme 
adalah sebuah bangunan sistem ekonomi yang diletakkan pada sebuah dasar pemikiran bahwa modal adalah 

sebagai penentu, diatas kepentingan kemanusiaan. (lihat 

http://sosbud.kompasiana.com/2010/11/23/koperasi-dan-kapitalisme-global/ Koperasi dan Kapitalisme 

Global) 

5 Sementara itu, Sosialisme-Marxisme sebagai konsep penjinakan kapitalisme menghendaki 

pemusatan kegiatan ekonomi, kontrol yang ketat pada pemilikan pribadi, memfungsikan negara sebagai 

mesin ideologi menuju transformasi pada sistem masyarakat tanpa kelas. (lihat 
http://sosbud.kompasiana.com/2010/11/23/koperasi-dan-kapitalisme-global/ Koperasi dan Kapitalisme 

Global). 

6 Andjar Pachta W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, Hukum Koperasi Indonesia: 

Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, Dan Modal Usaha, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 13. 
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juga bertindak sebagai suatu gerakan ekonomi yang turut berperan serta untuk 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dalam tata perekonomian 

nasional dalam lingkup yang lebih kecil dan meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Inilah keunikan dari Ideologi Koperasi yang dianut Negara kita, dimana dalam 

berkoperasi ada unsur-unsur yang dapat dipenuhi secara bersama-sama yaitu 

kebersamaan dalam menjalankan usaha dalam rangka meningkatkan 

kemampuan ekonomi para anggotanya.7 

Ideologi koperasi ini sesuai dengan karateristik bangsa Indonesia yang 

tinggal di Negara kepulauan seperti Indonesia. Koperasi tentunya akan 

memudahkan sekumpulan rakyat di tempat tertentu untuk menghimpun modal 

bersama-sama untuk kemudian dimanfaatkan bersama-sama untuk 

kepentingan bersama pula dalam usaha pencapaian yang lebih luas yakni 

kesejahteraan Bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu 

pemberdayaan koperasi bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi di seluruh 

masyarakat, khususnya para anggota koperasi. Koperasi jelas memiliki peran 

yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia.8  

Koperasi kredit atau Credit Union atau biasa disingkat CU atau juga 

biasa dikenal dengan sebutan Koperasi Simpan Pinjam adalah sebuah 

lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan 

dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk mensejahterakan 

anggotanya sendiri.9 Koperasi ini menghimpun dana dari para anggotanya 

                                                                 
7 Andjar Pachta W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, Hukum Koperasi Indonesia: 

Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, Dan Modal Usaha, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 14. 

8 Fungsi dan peranan koperasi seperti yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Pengkoperasian sebagai berikut :  

a. Membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat pada 

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.  

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. 
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.  

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.  

9 http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_kredit  
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untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya10 

dengan tujuan berusaha mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan 

kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan 

jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan 

bunga yang serendah-rendahnya.11 

Kegiatan usaha utama dari Koperasi Simpan Pinjam adalah menghimpun 

simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon 

anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman 

kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. 12 

Beberapa koperasi Simpan Pinjam yang menjadi objek penelitian Penulis, 

memiliki prosedur dimana ada ketentuan harus menjadi anggota aktif selama 

minimal 3 bulan untuk bisa mengajukan pinjaman. Keaktifan dan peran serta 

anggota sebagai bagian dari suatu Koperasi Simpan pinjam menjadi suatu 

bentuk penilaian tersendiri dalam proses pemberian pinjaman. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.13 

Halomoan Tamba14, dalam sebuah artikel meyebutkan bahwa jika dituntut 

dari prespektif sejarah koperasi, dapat ditarik suatu benang merah bahwa 

koperasi Indonesia lahir dan bertumbuh dari "proses simpan pinjam". 

Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan 

pinjam yang kemudian berkembang dengan memiliki berbagai unit bisnis lain. 

Dalam perkembangannya, koperasi tanpa ada unit simpan pinjamnya akan 

                                                                 
10 Dra. Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, S.H.,  Koperasi dan Perekonomian Indonesia, 2003, PT 

Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara, Jakarta, hlm., 134.  

11 G. Kartasapoetra, Ir.A.G. Kartasapoetra, Drs. Bambang S, Drs.A. Setiady,  Koperasi Indonesia, 

2003, PT Bina Adiaksara & PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm., 133. 

12 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 19 ayat 1. 

13 “Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang 

teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan 
pemohon pinjaman.” (Lihat: Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 19 ayat 2). 

14 Penulis adalah ASDEP Informasi Bisnis dan Publikasi Kementerian Koperasi dan UKM. Saat ini 

Lektor di STIE Perbanas dan penulis buku Koperasi : Teori dan Praktek. 
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terasa hambar. Ini menandakan sudah terbentuk suatu budaya dalam koperasi 

bahwa unit bisnis simpan pinjam harus tetap melekat pada diri setiap 

koperasi.15 

Melihat apa yang telah dikemukakan di atas, dapat Penulis sampaikan 

bahwa setiap kegiatan suatu Koperasi, kegiatan simpan-pinjam menjadi suatu 

ciri khas tersendiri. Kegiatan simpan-pinjam itu sendiri, erat sekali kaitannya 

dengan perikatan-perikatan. 

Perikatan16 yang adalah suatu hubungan hukum telah mulai terjadi sejak 

pendirian koperasi tersebut.17 Demikian juga halnya ketika seseorang 

bergabung menjadi anggota, atau dalam kegiatan usaha suatu Koperasi 

Simpan Pinjam itu sendiri, dimana terdapat prosedur simpan dulu baru bisa 

pinjam18 para pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung saling 

berhubungan dalam suatu ikatan hukum yang holistik 19. 

Hubungan simpan-pinjam yang adalah juga suatu bentuk perikatan, 

menurut hemat Penulis, merupakan suatu bentuk pengembangan dari 

Perjanjian Pinjam-Meminjam yang telah lama dikenal dalam Hukum 

Perjanjian Perdata dan merupakan topik yang menarik untuk dibahas. 

Uniknya, ada suatu pembeda dalam hubungan simpan pinjam pada Koperasi 

sebagai suatu bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yakni adanya persyaratan dimana peminjam 

tercatat sebagai anggota koperasi yang bersangkutan dan hanya dapat 

                                                                 
15 Holaomoan Tamba, Revitalisasi Koperasi Simpan Pinjam, http://www.smecda.com/depu- 

ti7/file_Infokop/Edisi% 2022/revitalisasi.htm, diunduh 13 Maret 2011.  

16 Perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta 

kekayaan yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Lihat: Kartini 

Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal 17.  

17 Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendiriannya yaitu didirikan oleh banyak orang 

(minimal 20 orang). Dengan adanya ketentuan jumlah anggota minimal pendiri, maka secara logika dapat 
dipahami bahwa pendirian koperasi sejak awal mempunyai aspek hukum perikatan; dalam hal ini perikatan 

antara 20 orang anggota pendiri koperasi tersebut  Kesepakatan antara calon pendiri  untuk secara 

bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah koperasi.  

18 Holaomoan Tamba, Revitalisasi Koperasi Simpan Pinjam, 

http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi% 2022/revitalisasi.htm, diunduh 13 Maret 2011.  

19 Holistik: Menyeluruh, KBBI. 
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meminjam sejumlah uang yang nominalnya diberikan berdasarkan 

pertimbangan jumlah simpanan yang dimiliki anggota tersebut dengan 

beberapa ketentuan lainnya. 

Melihat keunikan ini yang memang terjadi hampir pada setiap Koperasi 

Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit, Penulis memilih judul “ANALISIS 

HUBUNGAN SIMPAN-PINJAM PADA KOPERASI SEBAGAI SALAH 

SATU BENTUK PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PERDATA” dengan KOPERASI KREDIT KATEDRAL 

SEJAHTERA sebagai bahan studi kasus dalam penulisan Skripsi ini.  

 

B. Pokok Permasalahan 

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi aspek hukum perjanjian pada kegiatan usaha 

simpan-pinjam pada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera? 

2. Bagaimana implikasi kedudukan hukum Koperasi Kredit Katedral 

Sejahtera dalam hal terjadi wanprestasi? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan dari penulisan ini adalah: 

1. Menjelaskan implementasi aspek hukum perjanjian dalam kegiatan usaha 

Simpan-Pinjam pada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera.  

2. Menjelaskan implikasi kedudukan hukum Koperasi Kredit Katedral 

Sejahtera dalam hal terjadi wanprestasi.  

 

D. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian, subbab “Metode Penelitian” merupakan hal yang 

penting dan merupakan blueprint suatu penelitian yang berarti segala gerak 
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dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian. 20 Berikut 

penjelasan mengenai metode penelitian dalam penulisan ini: 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif21 yang bersifat  

deskriptif analitis22, yakni merupakan penelitian yang menitikberatkan 

pada penggunaan data sekunder di bidang hukum melalui penelitian 

kepustakaan. Hal tersebut bertujuan agar diperolehnya suatu gambaran 

yang menyeluruh tentang hubungan hukum apa saja yang terjadi dalam 

kegiatan simpan-pinjam sebagai bentuk kegiatan usaha pada Koperasi 

Kredit Katedral Sejahtera.  

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau studi pustaka. 23 Untuk 

melengkapi penelitian kepustakaan tersebut, Penulis turut melakukan 

wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian hukum, data sekunder 

dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi: 

 Bahan hukum primer: 

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, 

yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang masih berlaku. Dalam 

penelitian ini, bahan hukum primer yang menjadi bahan kajian adalah 

peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 

Pinjam oleh Koperasi dan tentunya Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata. 

                                                                 
20  Sri Mamudji et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 51. 

21  Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder belaka, lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif 

Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 13.  

22  Deskriptif analitis atau dengan kata lain merupakan tipologi penelitan yang berupa penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, 

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu gejala, lihat Ibid, hal.4. 

23  Ibid. hal. 28. 
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 Bahan hukum sekunder: 

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan 

mengenai bahan-bahan hukum primer serta pengimplementasiannya, 

misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari 

kalangan hukum, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, 

bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dari berbagai 

buku yang relevan dan dari artikel-artikel yang diunduh dari berbagai 

situs internet yang terkait dengan perjanjian pinjam-menminjam dan 

kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.  

a. Bahan hukum tersier: 

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, seperti 

kamus, ensiklopedia, buku petunjuk, buku pegangan.  

b. Alat pengumpulan data 

Dalam melaksanakan penelitian terdapat tiga alat dalam hal melakukan 

pengumpulan data, yaitu: 24 

 Studi Dokumen 

 Pengamatan 

 Wawancara 

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah 

melakukan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-

bahan hukum primer, sekunder, dan tertier tersebut untuk mendapatkan 

landasan teoritis berupa hukum positif, pendapat-pendapat para ahli atau 

pihak lain berupa informasi dalam bentuk formal, dan data naskah-naskah 

resmi. Di samping itu juga untuk mendapatkan landasan konsepsional 

digunakan sumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan yang tekait 

dengan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam. 

                                                                 
24 Mamudji et. al.,  op.cit., hal. 29. 
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Selain menggunakan studi dokumen, penulis juga melakukan 

wawancara untuk melengkapi informasi mengenai hal yang diteliti, 

penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yakni 

pihak pengurus Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, anggota dan atau 

calon anggota Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, dan masyarakat terkait.  

c. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis yang bersifat deskriptif 

kualitatif (metode kualitatif) yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif analitis. Data yang berupa studi dokumen dianalisis secara 

content analysis yang merupakan teknik untuk menganalisis dokumen 

dengan cara mengidentifikasikan secara sistematik isi yang terkandung 

dalam tulisan suatu dokumen,  

 

E. Sistematika Penulisan 

Pada Bab I akan diuraikan mengenai pendahuluan yangterdiri dari latar 

belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

Selanjutnya pada Bab 2 akan dibahas mengenai tinjauan umum perikatan 

dan perjanjian kredit, yang menguraikan menguraikan konsep umum tentang 

perikatan dan perjanjian, termasuk pengertian perikatan dan perbedaannya 

dengan perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, 

unsur-unsur perjanjian, perihal tidak terpenuhinya perjanjian, perihal hapusnya 

perikatan, serta pengertian perjanjian kredit, undur-unsur kredit, fungsi kredit, 

sifat dan bentuk perjanjian kredit, perihal jaminan dalam perjanjian kredit, dan 

para pihak dalam perjanjian kredit.  

Kemudian Pada Bab 3 akan dibahas mengenai tinjauan umum Koperasi 

Kredit, yang akan menguraikan pengertian koperasi dan koperasi kredit, 

kegiatan usaha koperasi kredit, koperasi kredit sebagai subjek hukum, 

kedudukan hukum pengurus koperasi, dan status hukum anggota koperasi. 

Pada Bab 4 akan dibahas mengenai aspek hukum perjanjian pada kegiatan 

usaha Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, yang menguraikan profil umum 
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Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, análisis pelaksanaan kegiatan usaha 

simpan-pinjam pada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera ditinjau dari aspek 

hukum perjanjian, termasuk keberlakuan perjanjian simpan-pinjam, perihal 

prestasi dan pembayaran, perihal jaminan, perihal tidak terpenuhinya 

perjanjian, perihal berakhirnya perjanjian, serta análisis implikasi kedudukan 

hukum Koperasi Kredit Katedral Sejahtera berkaitan dengan perihal tanggung 

jawab. 

Terakhir, Bab 5 sebagai penutup, terdiri dari kesimpulan yang merupakan 

intisari dari pokok pembahasan dan saran-saran mengenai hasil kesimpulan 

yang didapat. 
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BAB II 

TINJAUAN PERIKATAN DAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA SERTA 

PERJANJIAN KREDIT PADA KHUSUSNYA 

 

A. Perikatan dan Perjanjian Pada Umumnya 

1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian 

Perikatan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan rumusan, 

definisi, maupun arti istilah “perikatan”. Definisi perikatan lebih banyak 

Penulis dapatkan dari beberapa tokoh di bidang hukum. Subekti misalnya, 

merumuskan suatu perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua 

orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut 

sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi tuntutan itu. Dimana pihak yang berhak menuntut sesuatu, 

dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang 

berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. 

Perhubungan antara dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, 

yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-

undang. Dan apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si 

berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.25 

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, mendefinisikan perikatan 

sebagai hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam 

bidang/lapangan harta kekayaan yang melahirkan kewajiban pada salah 

satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.26 Ada tambahan „dalam 

bidang harta kekayaan‟ dalam definisi ini.  

                                                                 
25 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1.  

26 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2004), hal. 17. 
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Dari rumusan-rumusan yang diberikan di atas, dapat diketahui bahwa 

suatu perikatan, sekurangnya membawa serta di dalamnya empat unsur, 

yaitu:27 

 Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum; 

 Hubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih orang (pihak);  

 Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan 

hukum harta kekayaan; 

 Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak 

dalam perikatan. 

Bagaimanapun, dapat disimpulkan dari definisi-definisi tokoh hukum 

di atas bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum. Berbicara 

mengenai „hubungan‟, secara logis dapat ditemukan fakta lain, yakni 

terjadi di antara minimal dua pihak. Berkaitan dengan „hukum‟, yang 

senantiasa berkaitan dengan hak dan kewajiban, Penulis setuju bahwa 

perikatan merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang 

menimbulkan hak bagi suatu pihak dan kewajiban bagi pihak yang lainnya 

yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum atau undang-undang yang 

berlaku. 

Perikatan itu sendiri dapat lahir dari persetujuan ataupun dari undang-

undang.28 Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibedakan antara 

undang-undang saja, dengan undang-undang yang berhubungan dengan 

perbuatan orang. Perbuatan orang diperinci pula, dibedakan antara 

perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum.29 

 

 

 

                                                                 
27 Ibid. 

28 “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Lihat Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], cet. 38, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. 

Tjtrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1233. 

29 Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 2.  

Analisis hubungan ..., Prisca Inggriani Wiratna, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



13 
 

Universitas Indonesia 

Berikut skemanya: 

Perjanjian 

Perikatan UU saja 

UU Halal 

Perbuatan Orang  

   PMH 

 

Berikut penjelasannya: 

 Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian 

Dengan membuat perjanjian salah satu atau lebih pihak dalam 

perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban 

sebagaimana yang dijanjikan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa 

suatu rangkaian perbuatan yang mengandung janji-janji atau 

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, perjanjian 

itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya30, 

dimana pihak yang satu berkewajiban melaksanakan sesuatu dan pihak 

yang lain mendapatkan sesuatu dari pihak pertama, yang 

pelaksanaannya dilindungi oleh undang-undang. 

 Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang 

Selain perjanjian, KUHPerdata menentukan bahwa perikatan dapat 

lahir dari Undang-undang. Dengan pernyataan ini, pembuat undang-

undang hendak menyatakan bahwa hubungan hukum dalam lapangan 

harta kekayaan dapat terjadi setiap saat, baik yang terjadi karena 

dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang perorangan 

tersebut. Untuk itu maka selayaknyalah jika setiap orang harus berhati-

hati dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan, 

peristiwa yang terjadi, atau keadaan tertentu dapat berubah menjadi 

hubungan hukum, dikehendaki atau tidak oleh pihak, yang karena 

                                                                 
30 Ibid., hal. 1.  
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dan oleh undang-undang, diberikan kewajiban atau prestasi untuk 

dipenuhi. 

o Undang-Undang saja 

Perikatan dapat bersumber dari undang-undang saja, termasuk di 

dalamnya peristiwa hukum, seperti misalnya31 kematian seseorang 

yang melahirkan kewajiban kepada ahli warisnya untuk memenuhi 

kewajiban pihak yang meninggal (pewaris) kepada kreditornya.  

o Undang-Undang yang Berhubungan dengan Perbuatan Orang 

- Perbuatan yang Halal 

KUH Perdata memberikan dua contoh perikatan yang lahir dari 

perbuatan manusia yang diperbolehkan oleh hukum, yakni pada 

Pasal 135432 dan Pasal 135933 KUH Perdata. Rumusan Pasal 

1359 KUH Perdata tersebut memperlihatkan kepada kita semua 

bahwa yang dilindungi oleh KUH Perdata adalah pembayaran 

yang tidak diwajibkan, yang semula tidak diketahui bahwa 

pembayaran tersebut adalah memang tidak diwajibkan. Dalam 

hal pihak yang melakukan pembayaran sudah sejak awal 

mengetahui bahwa kewajiban untuk pembayaran tersebut 

memang ada (seperti dalam contoh perikatan alamiah), maka 

pembayaran yang telah dilakukan berlaku sah demi hukum, dan 

karenanya tidak dapat dituntut kembali oleh pihak yang 

melakukan pembayaran. Jadi unsur ketidaktahuan bahwa 

pembayaran tersebut adalah pembayaran yang tidak terutang 

                                                                 
31 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, hal. 46. 

32 Pasal 1354 KUH Perdata, “Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah 

untuk itu, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini, maka ia secara diam-

diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang 

diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia memikul segala kewajiban yang harus 

dipikulnya seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.” 

33 Pasal 1359 KUH Perdata, “Tiap-Tiap pembayaran yang memperkirakan adanya suatu utang; apa 

yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas 

(natuurlijke verbintenis), yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali." 
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merupakan unsur yang paling menentukan dapat tidaknya 

pembayaran yang telah dilakukan tersebut dituntut kembali.  34 

- Perbuatan Melawan Hukum 

Contoh yang paling sering dikemukakan sehubungan dengan 

perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum adalah 

yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata35. Di sini pun ada 

suatu kejadian, dimana oleh undang-undang ditetapkan suatu 

perikatan atara dua orang, yaitu antara orang yang melakukan 

PMH dan orang yang menderita kerugian karena perbuatan 

tersebut. Perikatan ini lahir dari “undang-undang karena 

perbuatan seseorang”, dalam hal ini suatu perbuatan yang 

melanggar hukum36. 

 

Perjanjian 

Sebagaimana telah dikemukakan tentang konsep perikatan, maka 

selanjutnya akan dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan 

perjanjian yang adalah merupakan salah satu sumber perikatan yang 

terpenting37. Pengertian perjanjian berdasarkan KUH Perdata adalah 

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya  

terhadap satu orang atau lebih”.38 

Prof. Subekti, S.H., merumuskan pengertian perjanjian sebagai suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 39 Dari peristiwa 

                                                                 
34 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, hal 48-49. 

35 Pasal 1365 KUH Perdata, “Tiap-tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.” 

36 Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 2.  

37 Ibid., hal. 3.  

38 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], cet. 38, diterjemahkan oleh R. 

Subekti dan R. Tjtrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1313. 

39 Subekti, Hukum Perjanjian,  hal. 1. 
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tersebut, timbulah suatu hubungan hukum antara kedua orang tersebut 

yang dinamakan dengan perikatan. Jadi, seperti yang telah dijabarkan di 

atas, demikianlah perjanjian menjadi sumber lahirnya perikatan antara dua 

orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu 

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau ditulis.40 Dewasa ini, umumnya perjanjian dituangkan 

dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis 

dinamakan dengan kontrak. 

 

2. Hubungan Perikatan dan Perjanjian 

Perikatan dan perjanjian jelas berbeda, meskipun keduanya dapat saling 

berhubungan. Adapun penjabaran perbedaan tersebut adalah:41 

 Perjanjian adalah suatu perbuatan, sedangkan perikatan adalah 

suatu hubungan yang dihasilkan dari perbuatan perjanjian itu, yang 

menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. 

 Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Jadi, suatu perjanjian 

adalah perikatan tetapi belum tentu semua perikatan adalah 

perjanjian. 

 Pada perjanjian terdapat adanya niat dari kedua belah pihak 

untuk melakukan sesuatu sebagaimana menjadi isi perjanjian itu 

sendiri, sedangkan suatu perikatan dapat terjadi tanpa adanya niat 

atau kehendak sebelumnya dari para pihak yang bersangkutan. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa perjanjian itu memang 

dikehendaki oleh para pihak, maka pada umumnya perjanjian merupakan 

hubungan hukum bersegi dua, artinya akibat hukumnya dikehendaki oleh 

para pihak dimana bermakna bahwa hak dan kewajiban dapat dipaksakan, 

sedangkan perikatan bersegi satu dimana hal ini berarti bahwa perikatan 

belum tentu menimbulkan akibat hukum. Pihak-pihak dalam perjanjian 

                                                                 
40 Ibid. 

41 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, cet. 7, 

(Bandung: Sumur Batu, 1981), hal. 11.  
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berjumlah lebih dari atau sama dengan dua sehingga bukan merupakan 

pernyataan sepihak serta merupakan perbuatan hukum, sedangkan pihak 

dalam perikatan hanya berjumlah satu sehingga dapat hanya merupakan 

pernyataan sepihak dan merupakan perbuatan biasa (bukan perbuatan 

hukum).42 

 

3. Perikatan Bersyarat 

Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada suau 

peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu terjadi, baik 

secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa 

semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya 

atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.43 

Dalam hal yang pertama, perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang 

dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. 

Perikatan semacam ini dinamakan Perikatan dengan suatu syarat 

tangguh. Dalam hal yang kedua, suatu perikatan yang sudah lahir, justru 

berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. 

Perikatan semacam itu dinamakan perikatan dengan suatu syarat 

batal.44 

Semua perjanjian adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata 

tergantung pada orang yang terikat. Suatu syarat yang berada dalam 

kekuasaan orang yang terikat dinamakan syarat potestatif. Bahwa suatu 

perjanjian yang digantungkan pada suatu syarat seperti itu adalah batal, 

memang sudah semestinya. Kalau saya berjanji untuk menjual rumah saya 

manakala saya menghendakinya, maka ternglah janji tersebut tidak ada 

artinya sama sekali. Perjanjian seperti itu tidak ada artinya sama sekali. 45 

                                                                 
42 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 

43. 

43 Subekti, Hukum Perjanjian,  hal. 4. 

44 Ibid. 

45 Ibid., hal. 5. 

Analisis hubungan ..., Prisca Inggriani Wiratna, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



18 
 

Universitas Indonesia 

Begitu pula ada suatu ketentuan dalam Hukum Perjanjian, bahwa 

semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin 

terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu 

yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal dan berakibat bahwa 

perjanjian yang digantungkanpadanya tidak mempunyai suatu kekuatan 

hukum apapun.46 

Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat, bahwa sesuatu 

peristiwa akan terjadi di dalam suatu waktu tertentu, maka syarat tersebut 

harus dianggap tidak terpenuhi apabila waktu tersebut telah lampau 

dengan tidak terjadinya peristiwa yang dimaksud. Jika waktu tidak 

ditentukan, maka syarat tersebut setiap waktu dapat terpenuhi, dan syarat 

itu tidak dianggap tak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa 

yang dimaksudkan tidak akan terjadi.47 

Dalam Hukum Perjanjian, pada asasnya suatu syarat batal selalu 

berlaku surut saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu 

syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya, dan membawa 

segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada 

suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUH Perdata. Dengan demikian, 

syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang 

telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi. 48 

 

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian 

Hukum perjanjian (kontrak) mengandung beberapa prinsip atau asas 

hukum. Menurut Paul Scholoten, prinsip hukum didefinisikan sebagai 

berikut:49 

 

                                                                 
46 Ibid. 

47 Ibid., hal 5-6. 

48 Ibid. 

49 J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 1996), hal. 119-120. 

Analisis hubungan ..., Prisca Inggriani Wiratna, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



19 
 

Universitas Indonesia 

“Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di 

belakang sistem hukum, masing-masing di rumuskan 
dalam aturan-aturan perundang-undang dan putusan 
putusan hakim, yang berkaitan dengan ketentuan-

ketentuan dan keputusan-keputusan hakim, yang bekaitan 
dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan 

individual dapat di pandang sebagai penjabarannya”. 
 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum 

bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan suatu pemikiran yang 

fundamental yang bersifat umum yang terdapat di dalam dan di belakang 

suatu sistem hukum. Sehingga sistem hukum ini merupakan berlandasan 

yang bersifat universal bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal ini 

berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa di 

kembalikan kepada prinsip-prinsip tersebut.50 

Di dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang memberikan 

arahan atau pedoman bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Secara 

umum asas perjanjian ada lima, yaitu:51 

 Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) 

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian 

dengan siapa pun, apa pun isinya, apa pun bentuknya sejauh tidak 

melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan52. Jika 

dipahami secara seksama, maka asas kebebasan berkontrak 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak 

membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 

menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta 

menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara lisan ataupun tertulis. 

                                                                 
50 Sonny Tobelo Manyawa, “Asas-asas Hukum Perjanjian (kontrak)”, http://sonny-

tobelo.blogspot.com/2011/02/asas-asas-hukum-perjanjian-kontrak.html, diunduh 13 Maret 2011.  

51 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Buku Kesatu, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), hal 9.  

52 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], cet. 38, diterjemahkan oleh R. 

Subekti dan R. Tjtrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1338. 
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Akan tetapi, kesemuanya harus dilakukan dengan syarat yang tidak 

melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.  

 Asas konsensualisme (consensualism) 

Asas ini memberikan landasan bahwa suatu perjanjian itu telah lahir 

atau terjadi dengan adanya kata sepakat. Dengan demikian, perjanjian 

yang dibuat telah lahir pada saat tercapainya suatu kata sepakat antara 

para pihak. Hal ini tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, tepatnya Pasal 132053 dan Pasal 1338 ayat 154. Asas ini 

dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak.  

 Asas mengikatnya suatu perjanjian (pacta sunt servada) 

Asas ini mengemukakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 

ayat 1 KUH Perdata55). 

 Asas Itikad Baik (good faith) 

Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata 56 dimana 

memberikan landasan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian 

bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik 

terbagi menjadi dua, yakni: 

- bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan; 

dan 

- bersifat  suyektif, artinya ditentukan oleh sikap batin seseorang.  

 

 

 

 

                                                                 
53  Pasal 1320 KUH Perdata, “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu 

sebab yang halal.” 

54 Pasal 1338 (1) KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.” 

55 Ibid. 

56 Pasal 1338 (3) KUH Perdata, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik .” 
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 Asas Kepribadian (personalitas/personality) 

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali 

untuk dirinya sendiri (tertuang dalam Pasal 1315 KUH Perdata57) 

Dengan demikian, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak 

yang membuatnya. Pengecualiannya terdapat di dalam Pasal 1317 

KUH Perdata58 tentang janji untuk pihak ketiga dimana diperbolehkan 

juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan 

seorang pihak ke tiga. 

 

5. Syarat Sah Perjanjian 

Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:59 

a. Kesepakatan Para Pihak 

Dengan kata sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan 

bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian tersebut harus 

bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari 

perjanjian yang diadakan itu.60 Kesepakatan merupakan kesesuaian, 

kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau 

pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Kedua belah 

pihak tersebut harus setuju mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam 

perjanjian, dalam arti sama-sama menghendakinya.61 

                                                                 
57 Pasal 1315 KUH Perdata, “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri 

atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.”  

58 Pasal 1317 KUH Perdata, “Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji 

guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk 
dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang 

seperti itu.” Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali, apabila 

pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.” 

59 Pasal 1320 KUH Perdata, “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya; 2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. 

suatu sebab yang halal.”  

60 Subeki, Hukum Perjanjian, hal.17 

61 Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III- Hukum Perikatan 

dengan Penjelasannya, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 98.  
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Menurut pasal 1321 KUH Perdata62, kata sepakat harus diberikan 

secara bebas, dalam arti tanpa adanya kekhilafan, paksaan, dan 

penipuan. Berikut penjelasan singkat mengenai tiga unsur cacat 

kehendak sebagaimana terumus dalam pasal 1321 KUH Perdata: 

- Kekhilafan 

Disebut juga kekeliruan/kesesatan (dwaling). Sesat dianggap ada 

apabila pernyataan sesuai dengan kemauan tetapi kemauan itu 

didasarkan atas gambaran yang keliru baik mengenai orangnya63 

(disebut eror in persona) ataupun keliru mengenai obyeknya64 

(disebut eror in substantia).65 

- Paksaan (dwang)  

Pasal 1234 KUH Perdata66 menjelaskan bahwa paksaan merupakan 

suatu tindakan mempengaruhi sesorang untuk melakukan 

perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri disertai dengan suatu 

ancaman. Ancaman yang dimaksudkan disini haruslah merupakan 

ancaman yang bertentangan dengan undang-undang dan harus 

dilakukan lebih dari satu kali. 

- Penipuan (bedraq) 

Penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian diatur dalam pasal 

1328 KUHPerdata67. Melalui rumusan yang diberikan tersebut, 

                                                                 
62 Pasal 1321 KUH Perdata, “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, 

atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” 

63 Kekeliruan mengenai orang, misalnya: seorang produser musik menandatangani perjanjian dengan 

orang yang dikiranya seorang penyanyi terkenal, tetapi ternyata bukanlah orang yang dimaksudkan sebagai 

penyanyi, hanya namanya saja yang kebetulan serupa. 

64 Kekeliruan mengenai objek, misalnya: seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya karya 

seorang pelukis ternama, ternyata pada kenyataannya hanyalah hasil tiruan saja.  

65  Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 

50. 

66 Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang 
yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa 

dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. 

67 Pasal 1328 KUH Perdata, “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, 

apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata 

bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.”  
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diketahui bahwa penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah 

satu pihak. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak sengaja 

memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai 

dengan kelicikan-kelicikan sehingga menimbulkan suatu kesan 

yang keliru dan pihak yang lain terbujuk untuk memberikan 

persetujuannya. Pihak yang menipu dengan daya akalnya 

menanamkan suatu gambaran yang keliru tentang orangnya atau 

objeknya sehingga pihak lain tergerak untuk menyepakatinya. 68 

b. Kecakapan Para Pihak 

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. 

Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat 

pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH 

perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat 

suatu perjanjian, adalah sebagai berikut:69 

- Orang-orang yang belum dewasa; 70 

- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;71 

- Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU72, dan 

semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian-

perjanjian tertentu. 

 

 

                                                                 
68  Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, hal. 51.  

69 Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 17. 

70 Pasal 330 KUH Perdata, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh 

satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” 

71 Pasal 433 KUH Perdata, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit 

otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap 

mempergunakan pikirannya.” 

 
72 Terhadap golongan perempuan yang bersuami, ketentuan tentang tidak cakapnya seorang istri yang 

telah bersuami untuk melakukan perbuatan hukum sendiri (Lihat Pasal 108 KUH Perdata), sudah tidak 

berlaku lagi. Hal tersebut sudah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 1963. 

Pada SEMA tersebut dinyatakan bahwa Mahkamah Agung menganggap bahwa seorang istri yang bersuami 

berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan 

dari suaminya. 
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c. Hal Tertentu 

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang 

diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul 

suatu perselisihan.73 Objek dari suatu perjanjian dapat dikategorikan 

menjadi: 74 

- Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan 

jenis dan dapat dihitung; 

- Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang 

dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek 

perjanjian). 

Rumusan hal tertentu dapat kita lihat pada Pasal 1333 KUH 

Perdata75 yang menegaskan bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu 

perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak 

berbuat sesuatu, KUH Perdata hendak menjelaskan bahwa semua jenis 

perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari 

suatu kebendaan yang tertentu di dalam lapangan harta kekayaan. Jadi, 

kebendaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang 

berada di luar lapangan harta kekayaan sebagaimana diatur dalam 

buku II KUHPerdata tentang kebendaan tidaklah dapat menjadi pokok 

perjanjian.76 

d. Sebab yang Halal 

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah suatu sebab 

yang halal. Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri. 

Suatu perjanjian tidak dapat diadakan tanpa adanya suatu sebab, 

demikian juga apabila perjanjian diadakan dengan pura-pura saja atau 

                                                                 
73 Subekti, Hukum Perjanjian., hal. 19. 

74 Mariam Darus Badrulzaman, … Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, hal. 104. 

75 Pasl 1333, “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan 
yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tertentu, 

asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” 

76  Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,  cet. 1, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 159.  
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didasarkan atas sebab yang tidak diperbolehkan sebagaimana tersirat 

dalam pasal 1335 KUHPerdata77. 

Suatu sebab yang terlarang adalah sebagaimana yang dirumuskan 

dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Sebab yang dimaksud dalam hal ini 

harus dibedakan dari motif atau dorongan jiwa yang melatarbelakangi 

seseorang untuk membuat suatu perjanjian. Sesuatu yang 

menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa 

untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak dipedulikan oleh 

undang-undang. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang 

berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang. 

Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan 

orang-orang dalam masyarakat.78 

 

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif 

karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan 

hukum yang dilakukan itu.79 

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat 

obyektif. Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak 

dipenuhi, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, tetapi salah satu 

pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu 

dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang 

tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. 

Jadi, perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat juga selama tidak 

                                                                 
77 Pasal 1335 KUH Perdata, “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu 

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” 

78 Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 19. 

79 Ibid., hal. 17. 
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dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan 

tersebut.80 

Tentang perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subyektifnya yang 

menyangkut kepentingan seseorang, yang mungkin tidak menginginkan 

perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya seorang yang oleh 

undang-undang dipandang sebagai tidak cakap, mungkin sekali sanggup 

memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah 

dibuatnya. Atau, seorang yang telah memberikan persetujuannya karena 

khilaf atau tertipu, mungkin sekali segan atau malu untuk meminta 

perlindungan hukum.81 

Juga adanya kekurangan mengenenai syarat subyektif itu tidak begitu 

saja dapat diketahui oleh hakim, oleh karena itu harus diajukan oleh pihak 

yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, mungkin sekali 

disangkal oleh pihak lawan, sehingga memerlukan pembuktian. Oleh 

karena itu, dalam hal adanya kekurangan syarat subyektif, undang-undang 

menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan apakah ia menghendaki 

pembatalan perjanjiannya atau tidak. Jadi, perjanjian yang demikian itu, 

bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan. 82 

Berbeda dengan syarat subyektif, dalam hal syarat obyektif tersebut 

tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. 

Artinya: Dari semula perjanjian dianggap tidak pernah dilahirkan dan tidak 

pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan 

perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. 

Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan 

hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian 

itu adalah null and void.83 

                                                                 
80 Ibid., hal. 20. 

81 Ibid., hal. 22-23. 

82 Ibid., hal. 23. 

83 Ibid., hal. 20. 
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Tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal tertentu, dapat 

dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan 

karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. 

Keadaan tersebut dapat seketika dilihat oleh hakim. Tentang perjanjian 

yang isinya tidak halal, teranglah bahwa perjanjian yang demikian itu tidak 

boleh dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan. Hal yang 

demikian juga seketika dapat diketahui oleh hakim. Dari sudut keamanan 

dan ketertiban, jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian seperti itu harus 

dicegah.84 

 

6. Unsur-Unsur Perjanjian 

Unsur-unsur perjanjian ada 3 (tiga), yaitu Unsur Essensialia, Unsur 

Naturalia dan Unsur Accidentalia. Menurut J. Satrio, sebenarnya lebih tepat 

jika ada 2 (dua) unsur perjanjian, yaitu Unsur Essensialia dan Unsur bukan 

Essensialia, sedangkan Unsur bukan Essensialia terbagi menjadi Unsur 

Naturalia dan Unsur Accidentalia.85 

a. Essensialia 

Unsur Essensialia, adalah  unsur perjanjian yang selalu harus ada di 

dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur ini maka suatu perjanjian 

tidak mungkin lahir atau ada. Misalnya “kecakapan para pihak yang 

mengikatkan diri dalam suatu perjanjian” ini adalah merupakan unsur 

essensialia. Di dalam perjanjian kredit, pihak yang mengajukan kredit 

harus cakap hukum, apabila pihak yang mengajukan kredit tidak cakap 

hukum atau di bawah umur maka perjanjian itu dianggap tidak ada dan 

dapat dibatalkan. 

b. Naturalia 

Unsur Naturalia, adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang 

diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau digantikan. Di 

                                                                 
84 Ibid. 

85 J Satrio, SH, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2002), hal 57 
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dalam undang-undang hal ini diatur akan tetapi oleh para pihak bisa 

saja digantikan atau dihapus sama sekali, misalnya mengenai kewajiban 

membuat perjanjian kredit dengan akta notariil (Pasal 5 UndangUndang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dalam hal ini 

sebagian besar Bank Perkreditan Rakyat tidak membuat perjanjian 

kredit dengan akta notariil, tetapi dengan akta di bawah tangan, namun 

hal ini tidak menghilangkan adanya perjanjian kredit atau menjadikan 

perjanjian kredit itu tidak sah.  

c. Accidentalia  

Unsur accidentalia, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh 

para pihak. Hal ini tidak diatur oleh undang-undang, akan tetapi para 

pihak dapat menambahkan di dalam perjanjiannya, misalnya di dalam 

perjanjian ada kesepakatan para pihak untuk  menyelesaikan 

permasalahan akibat dari perjanjian ini untuk diselesaikan di 

Pengadilan Negeri Tertentu.  

 

7. Perihal Tidak Terpenuhinya Perjanjian 

a. Keadaan Memaksa 

Dalam KUH Perdata, masalah keadaan memaksa diatur dalam Pasal 

124486 dan Pasal 124587. Dua pasal ini terdapat dalam bagian yang 

mengatur tentang ganti rugi. Keadaan memaksa merupakan suatu 

keadaan yang menyebabkan perjanjian menjadi tidak terpenuhi dimana 

akan membebaskan debitur (si berutang) dari kewajiban untuk 

menanggung akibat/risiko dari perjanjian. Tidak terlaksananya apa 

yang diperjanjikan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali 

                                                                 
86 Pasal 1244 KUH Perdata, “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, 

rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat 

dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat 

dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad  buruk tidak ada pada pihaknya.” 

87 Pasal 1245 KUH Perdata, “Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena 
keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau 

berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang 

terlarang.” 
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tidak dapat di duga, dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap 

keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan kata 

lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam 

pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak 

dapat dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh 

dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Dengan 

demikian, keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari 

kewajiban membayar ganti rugi karena suatu kejadian yang tak 

terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan sehingga 

debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.88 Namun demikian, 

pembuktian adanya overmacht ada di tangan debitur. Jadi, sepanjang 

debitur yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa terdapat suatu 

keadaan memaksa yang ada di luar kekuasaannya, maka debitur 

tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.  

Masalah mengenai peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang 

bagaimana yang dapat menimbulkan keadaan memaksa (overmacht), 

ada yang bersifat mutlak89  (absolut) dan ada yang bersifat tidak 

mutlak90 (relatif).91 

Akibat adanya keadaan memaksa (overmacht) dalam pelaksanaan 

pemenuhan prestasi dapat diuraikan menjadi: 92 

                                                                 
88  Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 55-56. 

89 Keadaan memaksa yang bersifat mutlak merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mungkin 
untuk berprestasi sebagaimana mestinya sehingga tidak mungkin lagi perjanjian terlaksana biasanya akibat 

bencana alam yang luar biasa hebatnya. 

90 Keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak merupakan suatu keadaan dimana perjanjian masih 

dapat juga dilaksanakan tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari pihak debitur 

sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian. misalnya dengan sekonyong-

konyong dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang melarang pemberian devisa untuk mengimpor suatu 

jenis barang sehingga barang yang sudah dipesan secara indent tidak dapat didatangkan. Importir yang sudah 
menerima pesanan indent,  dengan dikeluarkannya peraturan tersebut berada dalam keadaan memaksa. Para 

pemesan barang terpaksa menerima kembali uang persekot dan tuntutan ganti rugi akan tidak diluluskan oleh 

hakim. 

91 Subekti, Hukum Perjanjian,. hal. 56. 

92 Hartanto Budiman, “Keberlakuan Buku III KUHPerdata dalam Kontrak Transaksi Elektronik 

Online”, (Skripsi sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 24.  
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- Overmacht bersifat permanen   Perjanjian hapus dengan 

sendirinya dan para pihak kembali ke keadaan semula.  

- Overmacht bersifat sementara  Hanya menunda 

pemenuhan perjanjian. Jika keadaan overmacht sudah 

lewat/berakhir, berarti debitur terlepas dari halangan yang tidak 

memungkinkannya untuk memenuhi perjanjian.  

- Overmacht hanya untuk sebagian perjanjian , ada beberapa 

kemungkinan:  

 Overmacht hanya berlaku untuk sebagian dari perjanjian:  

kreditur dapat menuntut bagian selebihnya yang tidak terkena 

overmacht.  

 Overmacht terhadap sebagian dari obyek prestasi bersifat 

permanen: hanya perjanjian yang terkena overmacht yang hapus, 

sisanya tetap mengikat.  

 Overmacht terhadap sebagian obyek bersifat sementara: untuk 

sebagian obyek tersebut pelaksanaan perjanjian tertunda sedangkan 

selebihnya wajib dilaksanakan.  

- Overmacht dalam perjanjian sepihak93  Overmacht ini 

mengakibatkan keraguan bagi pihak kreditur/penerima, jika 

overmacht hanya bersifat sementara maka hanya menunda 

pelaksanaan untuk sementara dan kerugian yang terjadi selama 

penundaan menjadi risiko kreditur.  

- Overmacht dalam perjanjian timbal balik 

 Jika terjadi overmacht permanen: Perjanjian gugur dan pihak-

pihak kembali ke keadaan semula dan segala kewajiban kedua 

pihak hilang.  

 Jika overmacht bersifat sementara: Hanya menunda pemenuhan 

perjanjian untuk sementara hingga halangan yang ditimbulkan 

                                                                 
93 Dasar hukum: Pasal 1237 KUH Perdata, “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu 

kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.”  

Analisis hubungan ..., Prisca Inggriani Wiratna, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



31 
 

Universitas Indonesia 

overmacht berakhir, kemudian timbul kembali kewajiban para 

pihak melaksanakan pemenuhan perjanjian.  

b. Wanprestasi 

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah 

memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan 

tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam sebuah perjanjian, apabila 

terjadi suatu keadaan dimana si berutang (debitur) tidak melakukan apa 

yang diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. 

Secara umum, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban 

yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut 

selayaknya.94  

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 

empat macam: 95 

- tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan; 

- melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 

- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 

Adapun akibat atau sanksi yang dapat dikenakan kepada debitur 

yang melakukan wanprestasi adalah:96 

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti kerugian). 

Yang dimaksud kerugian adalah sebagaimana yang termaktub di 

dalam Pasal 1243 KUHPerdata97 dimana yang bisa dimintakan 

                                                                 
94 Sri Soesilowati Mahdi  et. al.,  Hukum Perdata (Suatu Pengantar), (Jakarta: Gitamajaya, 2003), hal. 

60. 

95 Subekti, Hukum Perjanjian, hal.45. 

96 Nindyo Pramono, Hukum Komersil, cet.1, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hal.22-25.  

97 Pasal 1243 KUH Perdata, “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lali memenuhi perikatannya, 

tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggat waktu yang telah 

dilampaukannya.” 
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penggantikan itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh 

telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh 

menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa 

kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang 

didapat seandainya siberhutang tidak lalai (winstderving).98 

- Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan dengan pemecahan 

perjanjian. 

- Peralihan risiko. Pada dasarnya, berdasarkan pasal 1237 KUH 

Perdata. Maksud peralihan risiko adalah, risiko atas benda yang 

menjadi obyek dari perikatan beralih dari pihak kreditur kepada 

debitur terhitung sejak saat debitur lalai/wanprestasi.  

- Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan 

hakim. 

 

8. Hapusnya Perikatan 

Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu 

perikatan. Cara-cara tersebut adalah: 

a. Pembayaran 

Pembayaran dimaksudkan sebagai pemenuhan dari perjanjian secara 

sukarela. Dalam arti yang luas, pembayaran tidak hanya diartikan 

bahwa pihak pembeli yang membayar uang harga pembelian, tetapi 

juga pihak penjual pun dikatakan “membayar” jika ia menyerahkan 

barang yang dijualnya. Yang wajib untuk membayar suatu bukan 

hanya si debitur (si berutang) tetapi juga penanggung dari utang 

tersebut (“borg”). 99 

KUH Perdata100 menerangkan bahwa suatu perikatan dapat 

dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai 

                                                                 
98 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 32, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 148.  

99 Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 64. 

100 Pasal 1382 KUH Perdata, “Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, 
seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh 
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kepentingan, asal saja orang pihak ketiga yang bertindak atas nama dan 

untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas 

namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang. 101 

Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (kreditur) atau 

kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang 

yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima 

pembayaran bagi si berpiutang.102 Pembayaran yang dilakukan kepada 

seorang yang tidak berkuasa menerima bagi si berpiutang adalah sah 

jika telah disetujui oleh si berpiutang atau si berpiutang telah mendapat 

manfaat karenanya.103 

Mengenai tempat dimana pembayaran harus dilakukan diatur di 

dalam Pasal 1393 KUH Perdata yaitu pada dasarnya pembayaran harus 

dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika tidak 

ditetapkan suatu tempat maka pembayaran untuk untuk suatu barang 

tertentu harus dilakukan di tempat di mana barang itu berada sewaktu 

perjanjian dibuat. Selain kedua hal tersebut, pembayaran harus 

dilakukan di tempat tinggal si berpiutang. 104 

Dalam hal dilakukannya suatu pembayaran sering terjadi 

subrogasi.105 Dalam subrogasi atau penggantian ini, seorangan ketiga 

yang membayar suatu utang menggantikan kedudukan kreditur, 

                                                                                                                                                                                  
pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi 

utangnya si berutang, atau,  jika ía bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak -hak si 

berpiutang.” 

101 Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 65. 

102 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], cet. 38, diterjemahkan oleh R. 

Subekti dan R. Tjtrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps.1385. 

103 Ibid. 

104 Ibid. 

105 Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 BW. Subrogasi artinya, penggantian kedudukan kreditur oleh 

pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak 

kreditur. Tujuan subrogasi adalah untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang 
debitur dan atau meminjamkan uang kepada debitur. Akibat adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan 

dari kreditur kepada pihak ketiga (Pasal 1400 KUH Perdata). Peralihan hak itu, meliputi segala hak dan 

tuntutan. 
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terhadap si debitur. Jadi utang dalam perjanjian tersebut hapus karena 

pembayaran, tetapi pada waktu yang sama utang tersebut ada lagi 

dengan orang ketiga tersebut sebagai pengganti dari kreditur lama. 

Dalam subrogasi, perjanjian dan isinya tidak berubah, jadi dapat 

diartikan jika suatu pembayaran utang dilakukan dengan tujuan 

subrogasi, maka perjanjian tersebut tidak hapus melainkan hanya 

berganti pihak, di mana pihak ketiga yang semula bukan merupakan 

pihak dalam perjanjian menjadi pihak dalam perjanjian. Dasar hukum 

untuk „pembayaran‟ ini adalah Pasal 1382 – 1403 KUH Perdata. 

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan (konsyinasi) 

Konsinyasi adalah penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik 

kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, secara hukum 

dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada 

ditangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen 

penjual. Sedangkan pihak yang memiliki barang disebut konsinyor 

(consignor), sedangkan pihak yang mengusahakan penjualan barang 

ini disebut konsinyi (konsignee), faktor (factor) atau pedagang komisi 

(commission merchant). Cara pembayaran ini dilakukan jika si 

berpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Dasar hukum untuk 

„konsinyasi‟ ini adalah Pasal 1404 – 1412 KUH Perdata. 

c. Pembaruan utang atau Novasi 

Novasi adalah pernyataan kehendak para pihak kreditur dan debitur 

yang berisi penghapusan perjanjian lama dan pada saat yang sama 

diganti dengan persetujuan baru yang berupa kelanjutan dari perjanjian 

lama. Dengan dilakukannya novasi, maka hubungan hukum pada 

perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Hal ini 

disebabkan penghapusan perjanjian dan hubungan hukum yang lama 

diikuti sekaligus dengan bentuk perjanjian dan hubungan hukum yang 
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baru berdasarkan perjanjian/hubungan hukum yang lama. 106 Dasar 

hukum untuk „pembaruan utang‟ adalah Pasal 1413 – 1424 KUH 

Perdata. 

d. Perjumpaan utang atau kompensasi 

Kompensasi merupakan cara penghapusan utang dengan jalan 

memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur 

dan debitur. Terjadinya kompensasi adalah akibat berjumpanya dua 

pribadi yang sama-sama berkedudukan sebagai debitur antara yang 

satu dengan yang lain dimana mewajibkan mereka untuk saling 

melunasi dan membebaskan diri dari perhutangan. 107 Dasar hukum dari 

„perjumpaan utang‟ ini adalah Pasal 1425 - 1435 KUH Perdata. 

e. Percampuran utang 

Percampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan 

debitur dan kreditur pada diri seseorang. Dengan bersatunya 

kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang dengan sendirinya 

menurut hukum telah terjadi percampuran utang dan dengan sendirinya 

pula semua tagihan menjadi terhapus.108 Misalnya, si debitur dalam 

suatu testamen ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya. 

Hapusnya utang piutang dalam hal percampuran ini, adalah betul-betul 

“demi hukum” dalam arti otomatis.109 Dasar hukum untuk 

„pencampuran utang‟ ini adalah Pasal 1436 dan 1437 KUH Perdata.  

f. Pembebasan utang 

Pembebasan utang ini dapat kita anggap sebagai perjanjian baru 

dimana si berpiutang dengan sukarela membebaskan debiturnya dari 

segala kewajibannya. Pembebasan ini perlu diterima baik dahulu oleh 

                                                                 
106 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 143.  

107 Ibid., hal. 150. 

108 Pasal 1436 KUH Perdata, “Apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang 

berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana 

piutang dihapuskan.” 

109 Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 73. 
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debitur, barulah dapat dikatakan bahwa perikatan utang-piutang telah 

hapus karena pembebasan, sebab ada juga kemungkinan seorang 

debitur tidak suka dibebaskan dari utangnya.110 Dasar hukum untuk 

„pembebasan hutang‟ ini adalah Pasal 1438 – 1443 KUH Perdata. 

g. Musnahnya barang yang terutang 

Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tak lagi 

dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui 

apakah barang tersebut masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal 

barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan 

sebelum ia lalai. Bahkan seandainya debitur itu lalai menyerahkan 

barang itu, ia pun akan bebas dari perikatan bila ia dapat membuktikan 

bahwa hilangnya barang tersebut disebabkan oleh kejadian di luar 

kekuasaanya dan barang tersebut juga akan hilang jika sudah berada di 

tangan kreditur.111 Dasar hukum „musnahnya barang yang terutang‟ 

adalah Pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata.  

h. Pembatalan 

Maksud dari pembatalan adalah pembatalan perjanjian sebab adanya 

permintaan pembatalan perjanjian tersebut karena tidak terpenuhinya 

syarat subyektif perjanjian112. Syarat subyektif perjanjian adalah 

kesepakatan dan kecakapan. Perjanjian-perjanjian yang kekurangan 

syarat subyektifnya dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau 

wali dari pihak yang tidak cakap itu atau oleh pihak yang memberikan 

kesepakatannya secara tidak bebas karena menderita paksaan atau 

karena khilaf atau ditipu. Dasar hukum dari „pembatalan‟ ini adalah 

Pasal 1446 – 1456 KUH Perdata. 

 

 

                                                                 
110 Ibid., hal 74. 

111 Ibid. hal. 75. 

112Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], cet. 38, diterjemahkan oleh R. 

Subekti dan R. Tjtrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1320 KUH Perdata. 
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i. Berlakunya suatu syarat batal 

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan 

perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula 

seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian, demikianlah yang 

ditetapkan oleh Pasal 1265 KUH Perdata. Dengan begitu, syarat batal 

itu mewajibkan si berutang untuk mengembalikan apa yang telah 

diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi. Jadi, pada 

suatu perikatan bersyarat dengan syarat batal, kondisi/keadaan yang 

dijadikan syarat batal terjadi, maka perikatan yang sudah ada berakhir. 

Dalam hukum perjanjian, pada asasnya suatu syarat batal selamnya 

berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian.113 

j. Lewatnya waktu 

Menurut pasal 1946 KUHPerdata, yang dimaksud dengan daluwarsa 

atau lewat waktu adalah “Suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau 

untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu 

tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang”.114 Menurut Pasal 1967 KUH Perdata, maka segala tuntutan 

hukum, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh 

tahun. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, maka hapuslah setiap 

perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan bebas (natuurlijke 

verbintenis) yang berarti bahwa kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat 

dituntut di depan hakim. Debitur jika ditagih utangnya atau dituntut di 

depan pengadilan dapat mengajukan tangkisan tentang kedaluwarsanya 

piutang dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap 

tuntutan.115 

 

 

                                                                 
113  Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 77. 

114 Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa “acquisitive”, 

daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan dengan daluwarsa “extinctif”. 

115 Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 78. 
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B. Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Perjanjian Kredit 

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “credere” yang berarti 

percaya. Kredit tidak mungkin diberikan tanpa adanya kepercayaan. 

Pemberi kredit menganggap bahwa penerima kredit mampu untuk 

mengembalikan kredit yang diterimanya itu di kemudian hari sesuai 

jangka waktu persyaratan yang telah disepakati bersama. 116 Membeli atau 

membuka kredit sama halnya dengan perjanjian pinjam uang. 117  

KUH Perdata tidak secara jelas merumuskan pengertian kredit. Namun 

demikian, istilah kredit ditemmukan dalam Undang-Undang Perbankan 

yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan „kredit‟ adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.118  

Savelberg berpendapat kredit dipakai sebagai salah satu dasar 

perikatan dimana seseorang berhak untuk menuntut sesuatu dari orang lain 

dan sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang 

lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang telah diserahkan itu.119 

Prof R. Subekti berpendapat bahwa dalam bentuk apapun juga, 

pemberian kredit yang diadakan dalam semuanya itu pada hakekatnya 

adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 

1754-1769 KUH Perdata.120 

                                                                 
116 Sri Maryuni, “Perjanjian Kredit dengan Fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam 013 Kelurahan 

Penjaringan, Jakarta Utara,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1987), hal. 17-18. 

117 Avrilia T. Rachmawati, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Koperasi pada Bank Umum 

Koperasi Indonesia,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1987). 

118 Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, Ps. 1 Butir 11. 

119 Sri Maryuni, “Perjanjian Kredit dengan Fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam 013 Kelurahan 

Penjaringan, Jakarta Utara,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1987), hal. 17-18. 

120 Subekti, Aneka Perjanjian.  
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2. Unsur-Unsur Kredit 

Merujuk pada definisi kredit pada Undang-Undang Perbankan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sementara bahwa Kredit memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut:121 

a. Kepercayaan 

Keyakinan dari Kreditur bahwa prestasi (uang/barang) yang 

diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali pada saat yang 

telah diperjanjiakan, pada masa yang akan datang.  

b. Waktu 

Antara pemberian prestasi dengan pengembaliannya terdapat tenggang 

waktu tertentu. 

c. Tingkat Resiko 

Dengan melepas prestasi kepada pihak lain atas dasar kepercayaan 

belaka, Kreditur menanggung resiko. Adanya tingkat resiko ini, dalam 

perkembangannya, menimbulkan ketentuan mengenai adanya 

„jaminan‟ dari Debitur. 

d. Prestasi 

Merupakan objek yang diberikan dalam kredit, dapat berupa uang atau 

sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. 

 

3. Sifat dan Bentuk Perjanjian Kredit122 

Marhainis Abdul Hay, SH. Dalam bukunya “Hukum Perbankan di 

Indonesia” berpendapat bahwa perjanjian kredit mempunyai pengertian 

yang sama dengan pengertian pasal 1754 KUH Perdata yang mengatur 

tentang Perjanjian Pinjam Mengganti. Pasal 1754 KUH Perdata tersebut 

menyatakan: 

                                                                 
121 Seperti yang disadur dari Skripsi  Endang Wahyuni, “Perjanjian Kredit Uang dan barang pada 

Pusat Koperasi Pegawai”, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1987). 

122 Endang Wahyuni, “Perjanjian Kredit Uang dan barang pada Pusat Koperasi Pegawai”, (Skripsi 

Sarjana Universitas Indonesia, 1987), hal 67-72. 
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“Perjanjian Pinjam Mengganti ialah persetujuan dengan 

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain 
suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis 
karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama 
dari macam dan keadaan yang sama pula.” 

  

Sementara itu, Prof. Dr. R. Wirdjono Projodikoro, SH. Dalam bukunya 

“Hukum Perdata tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu” menafsirkan 

Pasal 1754 KUH Perdata sebagai perjanjian yang bersifat riel berkaitan 

dengan adanya kata “memberikan” pada pasal tersebut.  

Berdasarkan pendapat dari kedua penulis tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian kredit yang identik dengan perjanjian 

pinjam mengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata 

baru terjadi setelah adanya prestasi berupa penyerahan sejumlah uang dari 

pihak kreditur kepada pihak debitur.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan, terdapat dua perjanjian yang 

berdampingan, yaitu: 

- Perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti, yang 

merupakan perjanjian timbal balik dan tidak bernama. Perjanjian ini 

diatur dalam Bagian Umum Buku III KUH Perdata.  

- Perjanjian Pinjam Mengganti, yang merupakan perjanjian sepihak dan 

bernama. Perjanjian ini tunduk pada Pasal 1754 – 1759 KUH Perdata, 

sepanjang tidak disimpangi oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 

tersebut. 

Adapun perjanjian pinjam mengganti ini tidak akan terjadi tanpa didahului 

oleh adanya perjanjian yang pertama.  

Mengenai perjanjian kredit ini, Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, 

SH. berpendapat bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian 

pendahuluan daripada penyerahan uang, yang merupakan persetujuan 

antara kreditur dan debitur mengenai adanya hubungan hukum antara 

keduanya. Oleh karena itu, perjanjian kredit bersifat konsensual obligatoir 

dan tunduk pada Bagian Umum Buku III KUH Perdata dan UU no. 14 
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Tahun 1967 tentang Perbankan. Sedangkan mengenai penyerahan uangnya 

sendiri adalah bersifat riel, karena pada saat penyerahan uang dilakukan, 

barulah ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit 

antara kedua belah pihak berlaku. 

Praktek perbankan, sementara itu, menunjukkan bahwa seseorang yang 

bermaksud untuk mendapatkan kredit, memulai langkahnya sengan 

mengajukan permohonan kredit. Untuk itu, biasanya lembaga keuangan 

perbankan (Kreditur) telah menyediakan formulir- formulir yang harus diisi 

pemohon kredit (Debitur). Setelah semua syarat dipenuhi, maka Kreditur 

akan memberikan penilaian apakah permohonan kredit tersebut dapat 

disetujui atau tidak. Apabila disetujui, maka ditandatanganilah persetujuan 

pemberian kredit tersebut. 

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penyerahan dana dari Kreditur 

kepada Debitur. Dalam hal ini, biasanya terdapat tenggang waktu tertentu, 

yang berarti bahwa pihak pemohon kredit tidak akan secara langsung 

menerima dana kredit tersebut begitu persetujuan pemberian kredit ditanda 

tangani. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan bahwa pencairan dana kredit 

itu dapat dibatalkan apabila pihak Kreditur mendapat informasi baru yang 

dianggap tidak menguntungkan mengenai pemohon kredit.  

Dapat dilihat dari proses yang terjadi di atas, bahwa tedapat dua 

peristiwa hukum, yakni: 

- Terjadi persetujuan pemberian pinjaman, yang menunjukkan 

terjadinya kesepakatan tentang pinjam meminjam uang, yang bersifat 

konsensual; dan 

- Terjadi penyerahan uang oleh pihak Kreditur kepada Debitur, 

yang bersifat riel. 

Dengan demikian, jelaslah di sini bahwa perjanjian kredit ini bersifat 

konsensual dan riel karena perjanjian kredit tersebut baru lahir setelah 

adanya penyerahan uang atau dana kredit dari pihak Kredutur kepada 

pihak penerima kredit.  
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4. Perihal Jaminan dalam Perjanjian Kredit 

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau cautie, 

yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya 

kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang 

bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang 

diterima debitur terhadap krediturnya.123 

Dikaitkan dengan perjanjian kredit, maka fungsi dan arti dari suatu 

jaminan adalah merupakan alat penopang dari perjanjian kredit. Sehingga 

fungsi lembaga jaminan itu kemudian menjadi sarana untuk kepastian bagi 

kreditur bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin.124KUH 

Perdata membagi kategori jaminan menjadi jaminan umum dan jaminan 

khusus (Pasal 1131125 dan 1132126 KUH Perdata), dimana jaminan umum 

adalah keseluruhan dari harta benda debitur menjadi jaminan atas segala 

perikatannya. Sedangkan jaminan khusus terbagi menjadi jaminan 

perorangan dan jaminan kebendaan. 

Dalam prespektif hukum perbankan, istilah “jaminan” dibedakan 

dengan istilah “agunan”. Arti “jaminan” menurut Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998, diberi arti lain, yakni “keyakinan atas itikad dan kemampuan 

serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan.” Hal ini berbeda dengan arti “jaminan” menurut Undnag-

                                                                 
123 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 66.  

124 Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit,  cet. 1, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal. 33.  

125 Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah 

ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.  

126 Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan 
padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya 

piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk 

didahulukan.  
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Undang No. 14 tahun 1967 yang diberi istilah “agunan” atau 

“tanggungan”.127 

Sehubungan dengan itu, Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undnag 

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1998, menyatakan sebagai berikut: 

Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit 

atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti 
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah 
Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan 

diperjanjikan merupakan factor penting yang harus 
diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, 

sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian 
yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, 
dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. 

  
Adapun istilah “agunan”, diartikan sebagai berikut:128 

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah 
debitur kepada bank dalam rangka emberian fasilitas kredit 

atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.  
 

Dengan demikian berarti, istilah “agunan” sebagai terjemahan dari 

istilah collateral merupakan bagian dari istilah “jaminan” pemberian 

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Artinya pengertian 

“janminan” lebih luas daripada pengertian “agunan”, dimana agunan 

berkaitan dengan “barang”, sementara “jaminan” tidak hanya berkaitan 

dengan “barang”, tetapi berkaitan pula dengan character, capacity, 

capital, dan condition of economy dari nasabah debitur yang 

bersangkutan.129 

Pada umumnya jika memperhatikan jaminan kredit dari kepentingan 

Bank, maka lazimnya yang diminta adalah jaminan perseorangan atau 

                                                                 
127 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, hal. 66. 

128 Indonesia, UU Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Ps. 1 angka 23.  

129 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, hal 67. 
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jaminan kebendaan, dan memiliki prinsip Accesoir (tambahan) dikenal 

dengan Additional Contract atau Bijkomede Verbintenis.130 

Jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan 

langsung pada perorangan tertentu, selalu berupa suatu perjanjian antara 

seorang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga yang menjamin 

dipenuhinya kewajiban dari si berutang (debitur) juga bila terjadi cidera 

janji (wanprestasi), bahkan jaminan perorangan ini dapat diadakan tanpa 

pengetahuan dari si berutang (debitur) tersebut sehingga jaminan 

perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu 

dengan yang lain.  

Perjanjian jaminan perorangan dapat berupa: 

 Borgtocht 

Borgtocht atau Penanggungan Hutang merupakan suatu perjanjian 

dimana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang 

mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak 

orang tersebut tidak memenuhinya. 

Perjanjian penanggungan atau jaminan perseorangan ini diatur 

dalam Pasal 1820 – 1830 KUH Perdata. Dalam borgtocht, jaminan 

yang disediakan kepada kreditur bukan suatu benda/harta kekayaan, 

akan tetapi suatu tanggungan dari seorang pribadi di dalam hal ini 

seorang pihak ketiga yang tak mempunyai kepentingan, meyediakan 

diri menaggung akan membayar hutangnya si debitur apabila si debitur 

tidak melunasi hutangnya kepada si kreditur.  

 Guarantee 

Mengenai Guarantee  diatur dalam Pasal 1316 KUH Perdata yang 

isinya: 

“Demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau 
menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan 

bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak 
mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap 

siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang 
                                                                 

130 Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, hal. 34. 
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telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut 

menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi 
perikatannya.” 

Sementara itu jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak 

mutlak atas sesuatu benda dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung 

dengan benda tertentu dari debitur atau pihak ketiga sebagai penjamin, 

dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan 

dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan ini selain dapat diadakan antara 

kreditur dengan debiturnya juga dapat diadakan antara kreditur dengan 

pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur) 

sehingga hak kebendaan ini memberikan kekuasaan yang langsung 

terhadap bendanya.  

Mengenai jaminan kebendaan yang lazim dipergunakan oleh Bank 

dapat ditelaah dalam Surat Edaran bank Indonesia No. 4/248/UPPK/PK 

tanggal 16 Maret 1972 yang menyebutkan bahwa untuk benda bergerak 

dipakai lembaga jaminan fiducia dan gadai. Sedangkan berlakunya 

Undang-Undang Hak Tanggungan 1996 untuk benda-benda tetap dipakai 

lembaga jaminan hipotik dan crediet verband telah diambil alih oleh Hak 

Tanggungan sepanjang mengenai tanah.131 

Berikut merupakan beberapa jenis jaminan kebendaan. 

a. Hak Tanggungan 

Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan atas tanah yang 

pengaturannya dapat dilihat pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda yang Berkaitan 

dengan Tanah. Tujuan adanya undang-undang tersebut adalah 

dimaksudkan guna memberikan perlindungan yang seimbang dan baik 

terhadap penerima kredit dan pemberi kredit dengan diperlakukannya 

lembaga hak jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum 

pula.132 

                                                                 
131 Ibid. 

132 Ibid,, hal. 35. 
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Hak tanggungan pada hakekatnya memiliki sifat tidak dapat 

dibagi-bagi kecuali apabila hak tanggungan dibebankan pada beberapa 

hak tanah, maka dapat diperjanjikan dalam akta pemberian hak 

tanggungan yang bersangkutan. Kesepakatan mana biasanya 

dituangkan dalam suatu klausula bahwa pelunasan utang yang 

dijaminkan dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama 

dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian 

dari obyek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan 

itu hanya membebankan sisa obyek hak tanggungan untuk menjamin 

sisa hutang yang belum dilunasi.133 

Objek hak tanggungan adalah: 

 Hak Milik; 134 

 Hak Guna Usaha;135 

 Hak Guna Bangunan.136 

 Hak Pakai atas tanah Negara;137 

 Rumah Susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri. 138 

b. Hipotik 

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, 

untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu 

perikatan. Pasal 1162 KUH Perdata.  

c. Gadai 

Gadai menurut KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 

– 1161. Hak gadai suatu usaha atas barang yang dapat bergerak dalam 

arti bahwa pembentuk benda atau piutang, dalam mana benda atau 

                                                                 
133 Ibid, hal. 36. 

134 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 4(1). 

135 Ibid. 

136 Ibid. 

137 Ibid., Ps. 4(2). 

138 Indonesia, Undang-Undang tentang Rumah Susun, UU No. 16 Tahun 1985, Ps. 12. 
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piutang tersebut, adalah kepunyaan orang lain untuk mendapatkan 

pembayaran piutang terlebih dahulu pada hasil eksekusi barang yang 

digadaikan tersebut, kalau hutang itu tidak dibayar (Pasal 1150 KUH 

Perdata). Di dalam hak gadai dapat terlihat bahwa kreditur 

mendapatkan jaminan yang cukup mantap, karena barang yang 

digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur.139 

d. Fidusia 

Lembaga jaminan fidusia ini lahir dalam Yurisprudensi di Negeri 

Belanda. Dalam perkembangan hukum setelah Indonesia merdeka, 

lembaga fidusia ini masih dipertahankan oleh Mahkamah Agung RI. 

Hal ini dapat diketahui apabila meneliti keputusan MA RI No. 372 

K/Sip/1970. Lembaga fidusia hanya dipergunakan untuk jaminan 

barang-barang bergerak dan terhadap benda-benda yang tidak dapat 

dibebani oleh Hipotik. Perbedaan pokok yang dianggap sangat prinsip 

adalah bahwa lahirnya lembaga fidusia ini guna menghindari ketentuan 

ketat dari Pasal 1152 KUH Perdata yang mengharuskan bagi suatu 

barang bergerak, dijadikan jaminan hutang dan ditarik kekuasaan 

pemiliknya.140  

Jaminan Fidusia diberikan sebagai agunan bagi pelunasan utang 

tertentu debitur, atau piutang tertentu kreditur. Oleh karena itu, 

Jaminan Fidusia merupakan accessoir pada suatu piutang tertentu, 

yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian 

lain.141 

  

5. Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 

Para pihak dalam perjanjian kredit adalah Kreditur dan Debitur. Kreditur 

sebagai pemberi kredit dan Debitur sebagai penerima kredit. Menurut 

                                                                 
139 Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, hal. 37-38. 

140 Ibid., hal. 40-41. 

141 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, hal 181. 
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hemat Penulis, yang dapat berperan sebagai Kreditur dan atau Debitur 

adalah Subjek Hukum yang sah dan diakui Undang-Undang, yang berarti 

dapat merupakan orang pribadi dan atau badan hukum.  
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BAB III 

TINJAUAN UMUM KOPERASI KREDIT 

 

A. Pengertian Koperasi dan Koperasi Kredit 

Koperasi 

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu 

cooperatives; merupakan gabungan dua kata co dan operation, yang berarti 

kerja sama. Kata CoOperation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi 

sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang 

dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan 

keanggotaannya yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat 

didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan 

masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan 

bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan 

mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. 142 

Sri-Edi Swasono dalam suatu wacana menyebutkan bahwa koperasi 

merupakan suatu lembaga sosial-ekonomi “untuk menolong diri sendiri secara 

bersama-sama”. Upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat sendiri berkat 

munculnya kesadaran pemberdayaan-diri, namun dapat pula ditumbuhkan dari 

luar masyarakat sebagai upaya pemberdayaan oleh agents of development, 

baik oleh pemerintah, elit masyarakat maupun organisasi-organisasi 

kemasyarakatan, LSM dan lain- lain.143 

Dengan demikian, terdapat empat unsur penting yang menjadi karateristik 

koperasi yaitu adanya orang-orang, kemudian berkumpul dalam sebuah 

                                                                 
142 R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Raja 

Graffindo Persada, 2002), hal. 1-2. 

143 Sri-Edi Swasono, Koperasi Menjawab Tantangan Zamannya, hal. 114. 
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perkumpulan, mempunyai tujuan yang sama dengan bekerja sama, di dalam 

bidang kesejahteraan ekonomi.144 

Adalah asas kekeluargaan dan kegotong-royongan145 yang menjadi 

landasan pembentukan dan pelaksanaan koperasi. Adapun yang menjadi 

tujuan koperasi Indonesia adalah memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.146 

Koperasi, seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, 

merupakan suatu kombinasi unik perpaduan antara ideologi kapitalis dan 

ideologi sosialis. Berdasarkan atas asas kekeluargaan, koperasi menjadi (atau 

dalam perkembangannya, diharapkan menjadi) suatu sokoguru perekonomian 

Indonesia yang dianggap sesuai dengan etos Bangsa Indonesia, yang berbasis 

pada sikap gotong royong.147 

Ilmu ekonomi konvensional dewasa ini, mengajarkan dan 

mengembangkan sistem perekonomian berbasis neo- liberalisme dan 

menekankan pentingnya peran persaingan148 di pasar. Padahal kekuatan 

ekonomi yang utama adalah kerjasama. Kerja sama dapat melahirkan 

kekuatan berganda-ganda. Penting sekali memulai suatu pembangunan 

dengan menguatkan „pondasi‟ atau dalam hal ini menggabungkan pihak-pihak 

lemah dan kecil dalam suatu kondisi yang kita sebut „kerja sama‟ untuk 

                                                                 
144 Andjar Pachta W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, Hukum Koperasi Indonesia: 

Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, Dan Modal Usaha, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 103-104. 

145 Sudarsono dan Edilius, Koperasi dalam Teori dan Praktek , cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 

hal. 80. 

146 R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, hal. 39-40. 

147 Gotong Royong = Bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu), [Kamus Bahasa 

Indonesia Online, http://kamusbahasaindonesia.org/gotong%20royong], diunduh tanggal 28 Maret 2011. 

148 Persaingan diajukan oleh ilmu ekonomi konvensional yang kita kenal dengan sebutan neoclassical 

economics yang mendominasi pengajaran dan studi ekonomi hingga disebut pula sebagai mainstream 

economics. Neoclassical mainstream economics ini lahir berdasarkan paham liberalisme (yang menghendaki 
kebebasan seluas-luasnya) dan individualism (yang mengehendaki pengutamaan kepentingan pribadi). (Sri-

Edi Swasono, Kelengahan Akademis dalam Pengajaran Ilmu Ekonomi: PERSAINGAN versus KERJASAMA, 

bahan ceramah pada FHUI, Depok 15 Maret 2011).  
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kemudian bersama-sama dan secara bersinergi menciptakan pembangunan 

menuju kemajuan. 

Di sinilah, negara harus mampu menyokong dan memajukan sistem kerja 

sama dalam rangka menciptakan sinergi demi mencapai kemajuan 

perekonomian. Indonesia, Sebagai suatu negara berdasarkan Pancasila, sudah 

benar, meletakkan asas kerjasama sebagai dasar pembangunan perekonomian 

bangsa yang secara tersirat dapat kita temukan dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 

1945. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana 

mengimplementasikan pasal tersebut dalam kehidupan perekonomian bangsa 

Indonesia? Koperasi, jelas merupakan suatu jawaban dan satu-satunya bangun 

usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.  

 

Koperasi Kredit 

Koperasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat memiliki satu atau 

berbagai jenis kegiatan usaha. Salah satu kegiatan usaha koperasi yang paling 

dikenal adalah simpan pinjam, dimana koperasinya dikenal dengan sebutan 

Koperasi Simpan Pinjam. Kegiatan usaha koperasi berupa simpan pinjam ini 

dapat kita lihat pada Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha simpan 

pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha 

koperasi. Sistem utama kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam adalah 

menghimpun dana dari anggota Koperasi yang bersangkutan atau Koperasi 

lain dan atau anggotanya untuk kemudian disalurkan lagi kepada anggota 

Koperasi yang bersangkutan atau Koperasi lain dan atau anggotanya dalam 

bentuk pinjaman, yang kemudian pembayarannya dapat dicicil sesuai 

kemampuan oleh peminjam yang bersangkutan. Tahap ini serupa pada proses 

peminjaman pada lembaga perbankan. Itu sebabnya mengapa Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) juga populer dengan sebutan Koperasi Kredit (Kopdit).  

Proses pembentukkan Koperasi Simpan Pinjam sangat sederhana, sama 

seperti pembentukan koperasi lain, yakni hanya memerlukan calon pendiri 

sebanyak minimal 20 (dua puluh) orang; dari duapuluh orang tersebut 
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kemudian dapat menjadi anggota semua, dan di antara mereka dapat dipilih 

menjadi anggota pengurus maupun anggota pengawas. Setelah terpenuhi 

jumlah anggota minimal dan kesemua anggota telah memahami betul 

mengenai: tujuan, hubungan hukum dan aturan main dalam koperasi yang 

hendak mereka dirikan tersebut149, maka proses selanjutnya adalah 

menuangkan kesepakatan bersama tersebut dalam Anggaran Dasar; yang 

berbentuk akta pendirian koperasi. Di dalam Anggaran Dasar tersebut, para 

pendiri wajib memuat dan menyatakan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai 

berikut: 150 

a. Daftar nama pendiri; 

b. Nama dan tempat kedudukan koperasi151; 

c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha; 

d. Ketentuan mengenai keanggotaan; 

e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota; 

f. Ketentuan mengenai pengelolaan; 

g. Ketentuan mengenai permodalan152; 

h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya153; 

i. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha; 

                                                                 
149 Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa 

jenis usaha koperasi didasarkan pada kesamaaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. 

150 Andjar Pachta W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, Hukum Koperasi Indonesia: … , hal. 

84-85. 

151 Harus juga dicantumkan mengenai nama dan domisili koperasi dalam Anggaran Dasar. Untuk 

menghindari penggunaan nama yang sama oleh lebih dari satu koperasi, maka otoritas perkoperasian harus 

mengaturnya dengan tegas bahwa nama koperasi yang hendak didirikan harus dicek dulu di kantor pencatatan 

badan hukum koperasi. Pemberian nama koperasi dapat didasarkan pada jenis usaha koperasi atau 

berdasarkan aktivitas utama yang dijalankan oleh koperasi tersebut. 

152 Sebagaimana badan usaha lain, koperasi pun memerlukan modal awal untuk menjalankan kegiatan 
usahanya, yang terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Meskipun demikian dalam rangka mendirikan 

koperasi, tidak ditentukan berapa besar modal minimum yang harus disetor sebagai modal awal. Hal ini 

sesuai dengan karateristik koperasi yang mengedepankan jumlah anggota ketimbang besar modal usaha. 

Modal awal diperlukan terutama untuk menghindari berdirinya koperasi dengan modal dasar fiktif. 

153 Mengenai jangka waktu berdirinya koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu 

atau untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sesuai dengan tujuan dan dengan kehendak para pendiri. 
Penentuan batas jangka waktu berdirinya koperasi akan berpengaruh langsung pada proses dan tata cara 

pembubaran koperasi yang bersangkutan di akhir masa yang telah ditentukan, jadi sebaiknya ditetapkan sejak 

awal dan dicantumkan dengan jelas pada Anggaran Dasar.  
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j. Ketentuan mengenai sanksi.  

Selanjutnya operasional koperasi beserta kelengkapannya menanda 

tangani akta pendirian atau Anggaran Dasar di hadapan Notaris. Notaris 

dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan memberikan sa linan akta 

tersebut kepada semua anggota pendiri. Kemudian Notaris akan mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan status badan hukum dengan dengan 

melampirkan surat permohonan dari para pendiri dengan melampirkan Akta 

Pendirian yang di dalamnya terdapat Anggaran Dasar koperasi sebagaimana 

yang telah disepakati bersama oleh para pendiri dan telah diaktakan oleh 

notaries yang bersangkutan. Pengesahan Akta Pendirian diberikan dalam 

jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan 

dan akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 154 

 

B. Koperasi Kredit sebagai Subjek Hukum 

Dari sudut pandang hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai orang 

(persoonrecht) adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum 

diklasifikasikan sebagai orang karena badan hukum itu sengaja dibuat atau 

didirikan untuk maksud tertentu; yakni dibuat berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku untuk itu. Dan karena itu oleh badan hukum kedudukannya 

disamakan dengan orang.155 

Koperasi156, tentunya termasuk Koperasi Simpan Pinjam sebagai salah 

satu jenisnya, memperoleh status sebagai badan hukum157 setelah akta 

pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Koperasi yang telah 

                                                                 
154 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian, UU Nomor 25 Tahun 1992, Ps. 10 ayat  2 dan 

3. 

155 Andjar Pachta W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, Hukum Koperasi Indonesia: …, hal. 

76. 

156 Dalam pokok pembahasan bagian ini, kata „koperasi‟ mengacu pada „Koperasi Kredit‟. 

157 Dasar Hukum: Pasal 1653 KUH Perdata, “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-

orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan 
umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan 

atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau 

kesusilaan.” 
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berstatus sebagai badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang 

sah. Subjek hukum, yang telah mempunyai status sebagai badan hukum, 

cakap untuk memiliki kekayaan terendiri yang terpisah dari kekayaan orang 

perseorangan; sehingga baik pendiri maupun pengurus dari badan hukum 

tersebut. Semua aktivitas yang dilakukan oleh para pengurus atas nama badan 

hukum tersebut merupakan tanggung jawab dari badan hukum yang 

bersangkutan.158 

Sama halnya dengan Perseroan terbatas, koperasi yang berstatus sebagai 

badan hukum adalah merupakan subjek hukum; sehingga merupakan sebuah 

organisasi yang berdiri sendiri yang mempunyai hak dan kewajiban di mata 

hukum. Pembentukan sebuah koperasi yang berstatus adalah merupakan 

subjek hukum dan mempunyai kedudukan yang disamakan dengan 

persoonrecht. 159 

Dalam praktiknya, sebelum koperasi disahkan oleh otoritas yang 

berwenang untuk menjadi badan hukum koperasi, para pendiri harus sudah 

membuka rekening bank atas nama koperasi sendiri dan menyetorkan “modal 

dasar” atau simpanan pokok para anggota pendiri sesuai dengan kesepakatan 

yang dituangkan dalam akta pendirian atau Anggaran Dasar. Rekening bank 

atas nama koperasi tersebut menunjukkan bahwa telah ada pemisahan harta 

yang tegas antara harta koperasi dan harta para pendiri, pengurus, dan 

anggotanya.160  

Di samping ketentuan mengenai pembukaan rekening dan penyetoran 

modal yang harus dilakukan sebelum koperasi disahakan sebagai badan 

hukum, harus diatur pula ketentuan mengenai identitas pribadi koperasi 

tersebut secara jelas seperti: nama, logo, bidang usaha, domisili hukum.  

Status sah koperasi sebagai suatu badan hukum ini penting sekali dalam 

kaitannya dengan pertanggungjawaban (bila terjadi sengketa) terhadap pihak 

                                                                 
158 Andjar Pachta W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, Hukum Koperasi Indonesia: …, hal. 

77. 

159 Ibid. 

160 Ibid., hal. 78. 
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ketiga. Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka status hukum 

antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya 

sudah secara tegas terpisah. Hal ini sangat berguna untuk membedakan 

pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-

hari. Menurut logika, pemisahan tegas secara status hukum ini termasuk juga 

pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya. 161 

Dalam kedudukan seperti tersebut di atas, apabila di kemudian hari 

ternyata koperasi melakukan wanprestasi, misalnya dalam memnuhi 

kewajiban dengan pihak ketiga, maka dengan status hukum yang demikian 

menjadi jelas bahwa dapat ditentukan siapa yang akan bertanggung jawab 

secara hukum terhadap wanprestasi tersebut.162 

Dengan demikian, apabila suatu koperasi sudah merupakan badan hukum, 

maka dia juga berpredikat sebagai subjek hukum; karena itu ia  dapat 

bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum 

lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan 

dapat pula dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman. Sehingga, bagi orang 

perorangan atau badan hukum lainnya yang hendak membuat hubungan 

hukum dengan badan usaha koperasi tersebut menjadi jelas untuk 

mendudukkan posisinya atau kepentingannya dalam berhubungan dengan 

badan usaha koperasi tersebut.163 

 

C. Kedudukan Hukum Pengurus Koperasi 

Pengurus memegang peranan penting dalam perkembangan suatu koperasi. 

Menurut ketentuan tradisional, Pengurus dirumuskan sebagai badan 

pemerintahan terhadap siapa pengelolaan urusan koperasi itu dipercayakan, 

                                                                 
161 Ibid., hal. 92-93. 

162 Ibid., hal. 93. 

163 Ibid., hal. 94-95. 
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sehingga dapat didefinisikan bahwa pengurus adalah badan eksekutif yang 

bertugas di bidang pengelolaan164 koperasi. 

Dalam koperasi tradisional yang demikian, biasanya jumlah anggota 

pengurus agak besar, sampai 15 anggota. Dari jumlah tersebut dipilihlah 

pejabat-pejabat koperasi, yakni ketua, sekretaris, bendahara, semua pekerja 

honorer yang bertugas mengelola urusan koperasi sesuai dengan anggaran 

dasar koperasi, dan kebijaksanan yang ditetapkan oleh Rapat Umum 

Tahunan.165 

Melihat pentingnya eksistensi pengurus dalam suatu koperasi, perlu sekali 

menentukan status hukum para pejabat koperasi yang bersangkutan. Anggota 

Pengurus atau Dewan Pengurus Koperasi secara hukum berbicara sebagai 

himpunan manusia pribadi yang bertindak atas nama badan hukum, yaitu 

koperasi yang terdaftar.166 

Menurut Sistem Common Law, badan hukum dianggap sebagai fiksi 

dengan tidak ada dasar yang nyata, suatu barang buatan belaka. Kecakapan 

badan hukum yang demikian dianggap dibatasi oleh obyek sebgaimana 

dinyatakan dalam anggaran dasar menurut doktrin ultra vires. Badan hukum 

yang demikian itu tidak mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri. Ia 

hanya dpat bertindak melalui wakilnya yaitu melalui manusia pribadi yang 

diberi kekuasaan untuk bertindak atas nama badan hukum, yakni „orang-orang 

… terhadap siapa pengelolaan urusan koperasi itu dipercayakan, yang adalah 

Pengurus. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Common, kedudukan 

hukum Pengurus atau Dewan Pengurus Koperasi adalah sebagai seorang 

wakil yang bertindak atas nama principal badan hukum yaitu koperasi. 

Kekuasaan seorang wakil untuk bertindak atas nama principal ditentukan oleh 

wewenang yang diberikan oleh principal kepada wakil itu. Namun demikian, 

berdasarkan hukum pemberian kuasa, wakil itu tidak hanya berwenang untuk 

                                                                 
164 Hans H. Munker, Hukum Koperasi [Ten Lectures on Cooperative Law], diterjemahkan oleh 

Abdulkadir Muhammad, (Bandung: ALUMNI, 1982), hal. 101. 

165 Ibid. 

166 Ibid., hal. 103. 
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bertindak atas nama principal ketika ia mempunyai wewenang yang 

sebenarnya. Tindakan seorang wakil juga mengikat principal apabila wakil itu 

bertindak dalam batas wewenang yang biasa, yaitu dalam batas wewenang 

yang biasa dimiliki oleh wakil jenis ini.167 

Berdasarkan hukum Eropa Kontinental, konsep teoritis mengenai sifat 

badan hukum adalah berbeda. Badan hukum dianggap mempunyai kecakapan 

bertindak melalui alat kelengkapannya. Alat perlengkapan itu adalah jabatan 

yang diciptakan dalam struktur organisasi koperasi. Jabatan ini dilengkapi 

dengan tugas dan wewenang tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang 

yang mengatur tipe badan hukum yang demikian itu. Pejabat-pejabat yang 

dipilih untuk mengisi jabatan tersebut adalah manusia-manusia pribadi. Para 

pejabat itu menduduki jabatannya selama masa jabatan yang ditentukan. 

Tindakan para pejabat dianggap sebagai tindakan badan hukum. Dengan 

demikian kedudukan hukum pengurus dalam Sistem Hukum Eropa 

Kontinental ini adalah sebagai alat kelengkapan suatu badan hukum, 

dimana tindakannya dianggap pula sebagai tindakan badan hukum, 

bukan atas nama pribadi.168 

Pembedaan antara Sistem Hukum Continental dan Common ini dalam 

konsep mengenai sifat dan kecakapan badan hukum, baik bertindak melalui 

alat kelengkapannya maupun member kekuasaan kepada wakil untuk 

bertindak atas namanya. Hal ini penting sekali untuk diperjelas berkaitan 

dengna kepentingan praktis sehubungan dengan soal tanggung jawab pidana 

atau perdata daripada badan hukum sebagai akibat tindakan alat perlengkapan 

atau wakilnya yang harus diputuskan.169 

Dalam Sistem Hukum eropa Kontinental, dimana tindakan pengurus 

koperasi adalah dianggap sebagai tindakan koperasi itu sendiri, maka koperasi 

bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, dan bertanggung jawab pula atas 

                                                                 
167 Ibid., hal. 104-105. 

168 Ibid., hal. 105-106. 

169 Ibid., hal. 106. 

Analisis hubungan ..., Prisca Inggriani Wiratna, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



58 
 

Universitas Indonesia 

tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

pengurus tersebut atas nama koperasi.  

Lain halnya dengan Negara yang menganut sistem hukum Common, 

dimana tindakan pengurus atau Dewan Pengurus atas nama koperasi adalah 

tindakan wakil yang dilakukan atas nama principal badan hukum. Tanggung 

jawab koperasi dan alat perlengkapannya terhadap pihak ketiga dikuasai oleh 

hukum pemberian kuasa. 

 

D. Status Hukum Anggota Koperasi 

Berbicara mengenai „status‟ berarti berbicara mengenai keadaan atau 

kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan 

masyarakat di sekelilingnya.170 Dengan demikian, berbicara mengenai „status 

hukum‟ berarti berbicara mengenai keadaan atau kedudukan (orang, badan, 

dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya, 

tentunya dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Anggota koperasi, sementara itu, adalah orang-orang atau badan hukum 

koperasi yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik 

dan sekaligus pengguna jasa,berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha 

koperasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi 

serta terdaftar dalam buku daftar anggota. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa status hukum anggota koperasi adalah sebagai pemilik 

sekaligus pengguna jasa koperasi.171 Peranan rangkap para anggota koperasi 

ini dalam mana pemilik dan nasabah adalah identik sering disebut asas 

identitas.172 

Baik sebagai pemilik bersama maupun sebagai nasabah, anggota koperasi 

memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berkaitan dengan status 

hukum mereka dalam badan usaha koperasi. Hak dan kewajiban kenaggotaan 

                                                                 
170 http://www.artikata.com/arti-175493-status.html, diunduh tanggal 28 Maret 2011. 

171 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, Ps. 17 ayat 1. 

172 Hans H. Munker, Hukum Koperasi, hal. 59. 
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koperasi ini juga diklasifikasikan sebagai hak dan kewajiban pribadi dan hak 

dan kewajiban keungan.173 Berikut hak dan kewajiban anggota koperasi.174 

 

Hak dan Kewajiban Pribadi/Perorangan175 

Hak-hak perorangan anggota koperasi adalah: 

a. Hak untuk menghadiri rapat dan mengajukan usul; 

b. Hak untuk memberi suara; 

c. Hak untuk memilih pengurus dan untuk dipilih; 

d. Hak untuk memanfaatkan fasilitas koperasi; 

e. Hak untuk diberi tahu mengenai sesuatu hal yang berkenaan dengan 

koperasi; 

f. Hak untuk melindungi kelompok minoritas; 

g. Hak untuk mengundurkan diri dari perhimpunan dan hak semua anggota 

untuk diperlakukan sama. 

 

Kewajiban perorangan yang utama dari anggota ialah: 

a. Kewajiban ikut serta secara perorangan dalam usaha bersama supaya 

tercapai tujuan bersama; 

b. Kewajiban untuk setia pada koperasi.  

 

Hak dan kewajiban Keuangan176 

                                                                 
173 Ibid., hal. 64 

174 Riki Susanto, “Status Hukum Anggota Koperasi (Koperasi 8)”, 

http://rikisusantotan.blogspot.com/2009/12/status-hukum-anggota-koperasi-koperasi.html, diunduh tanggal 

28 Maret 2011. 

175 Hak dan kewajiban pribadi adalah hak dan kewajiban dalam kehidupan dan kegiatan koperasi. Hak 
dan kewajiban ini sama bagi semua anggota dan tidak dapat dihilangkan dari seorang anggota selama 

keanggotaannya. Hak dan kewajiban ini timbul hanya antara anggota dan koperasi, tidak antara sesame 

anggota. (Hans H. Munker, Hukum Koperasi, hal. 64-65). 

176 Hak dan kewajiban keuangan adalah hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keikutsertaan 

keuangan para anggota dalam harta kekayaan dan dana koperasi. Hak dan kewajiban keuangan ini 

berdasarkan atas asas kesamaan relative, yaitu setiap anggota berhak menerima keuntungan atas modal 
saham, namun demikian para anggota menerima jumlah yang berbeda tergantung pada jumlah modal saham 

yang mereka bayar. Hak dan kewajiban ini timbul antara anggota dan koperasi, tidak antara sesame anggota, 

atau antara anggota dengan para kreditur koperasi. (Hans H. Munker, Hukum Koperasi, hal. 64). 
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Hak keuangan dapat juga diklasifikasikan sebagai hak perorangan anggota, 

yaitu: 

a. Hak untuk menggunakan dan menarik keuntungan keuangan dari fasilitas 

koperasi; 

b. Hak untuk menerima kembali uang keanggotaan, keuntungan, bonus 

dan/atau bunga atas modal saham yang disetor; 

c. Hak untuk menuntut pembayaran kembali kontribusi modal saham dari 

dana koperasi karena pengunduran diri dari keanggotaan; 

d. Hak untuk menerima kembali sahan dari kekayaan koperasi yang 

dilikuidasi, setelah koperasi dibubarkan atau berakhir.  

Terdapat tiga kewajiban pokok keuangan yang harus dikemukakan, yaitu: 

a. Kewajiban untuk membayar kontribusi keuangan yang ditentukan dalam 

anggaran dasar; 

b. Kewajiban bertanggung jawab atas hutang koperasi; 

c. Kewajiban untuk memanfaatkan fasilitas badan usaha koperasi;  

 

Dari apa yang telah dijabarkan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

status hukum anggota koperasi dalam peranan rangkapnya sebagai pemilik 

bersama dan nasabah badan usaha koperasi adalah sebagai suatu pribadi yang 

memiliki hak dan kewajiban timbal balik dengan badan usaha koperasi itu 

sendiri. 
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BAB IV 

ANALISIS ASPEK HUKUM PERJANJIAN PADA KEGIATAN USAHA 

KOPERASI KREDIT KATEDRAL SEJAHTERA 

 

A. Koperasi Kredit Katedral Sejahtera 

1. Profil dan Perangkat Organisasi 

Profil 

Koperasi Kredit Katedral Sejahtera atau biasa juga disebut K3S 

merupakan koperasi yang memfokuskan kegiatan usahanya sebagai unit 

simpan pinjam yang berlokasi di Gereja Katedral Jakarta. Koperasi ini 

telah didirikan sejak 14 Januari 1998. Tujuan utama pembentukkan 

koperasi ini adalah memberikan pelayanan bagi umat gereja yang 

mengalami kesulitan keuangan, dengan cara memberikan kredit ringan. 

Adapun modal pendirian koperasi ini disokong oleh Gereja Katedral 

Jakarta, tempat dimana K3S berlokasi, dan Puskopdit sebagai induk 

koperasi K3S hingga saat ini, selain tentunya dari para anggota koperasi 

itu sendiri. 

Lebih dari 13 tahun K3S berkarya dan memberikan pelayanan simpan-

pinjam kepada para anggotanya. Namun demikian tak dapat dipungkiri 

perkembangan K3S ini mengalami pasang surut dalam beberapa tahun 

terakhir. Dari sumber terpercaya177 yang kini menjadi pengawas kegiatan 

usaha K3S dan telah menjadi anggota koperasi tersebut hampir selama 

K3S berdiri, pasang surut dan berbagai masalah yang muncul dalam 

perkembangan K3S ini tidak lain disebabkan karena kurangnya komitmen 

para pengurus dan anggota dalam K3S itu sendiri. Hingga kini telah terjadi 

3 kali pergantian kepengurusan dan hanya terdapat kurang dari 300 

anggota yang tercatat sebagai anggota K3S ini dengan asset kurang dari 1 

Milyar Rupiah. 

                                                                 
177

 Wawancara dengan Bapak Taufik Kusman selaku Ketua Umum Koperasi Kredit 

Katedral Sejahtera 
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Sumber yang sama menyampaikan bahwa hal ini terjadi ak ibat 

kurangnya tanggung jawab masing-masing pihak dalam K3S, baik 

pengurus maupun anggota. Kebanyakan anggota hanya memikirkan diri 

sendiri, aktif dan disiplin menyimpan ketika mau meminjam, lalu setelah 

pinjaman diberikan, hilang entah kemana. Sementara pengurus tidak 

memiliki komitmen pribadi untuk senantiasa aktif dalam pelbagai kegiatan 

koperasi. Sebagai tambahan info, K3S hanya beroperasi setiap hari 

Minggu, pukul 09.00 – pukul 12.00. Mungkin beberapa hal tersebut, 

menjadi penyebab  terhambatnya perkembangan K3S yang hingga kini 

masih menjadi anak koperasi Puskopdit dan belum berbadan hukum 

sendiri. Bagaimanapun, sejauh ini keberadaan K3S dinilai cukup 

membantu masalah perekonomian para anggota dan calon anggotanya 

yang terdiri dari beragam suku bangsa, ras, dan agama. 

 

Perangkat Organisasi 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkoperasian178, perangkat 

organisasi dari Koperasi Kredit Katedral Sejahtera terdiri dari:  

 Rapat Anggota 

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

Koperasi.179 Dengan kekuasaannya, Rapat Anggota mempunyai 

kewajiban untuk memperhatikan kepentingan seluruh anggota 

sehingga tercapai tujuan koperasi yakni meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya. Rapat anggota menetapkan:180 

- Anggaran Dasar; 

- kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha 

koperasi; 

- pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; 

                                                                 
178 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, Ps. 21. 

179 Ibid., Ps. 22. 

180 Ibid., Ps. 23. 
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- rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, 

serta pengesahan laporan keuangan; 

- pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan 

tugasnya; pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU); 

- penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.  

Rapat Anggota pada K3S biasanya dilaksanakan minimal 1 tahun 

sekali dengan agenda yang relevan dengan yang telah disebutkan di 

atas.  

 Pengurus 

Pengurus bertindak sebagai perwakilan K3S dalam pelaksanaan 

kegiatan usahanya. Adapun pengurus K3S dipilih dari dan oleh 

anggota Koperasi dalam Rapat Anggota yang diadakan setiap tahun. 

Sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian di Indonesia, Pengurus 

K3S bertugas untuk: 181 

- mengelola Koperasi dan usahanya; 

- mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja Koperasi; 

- menyelenggarakan Rapat Anggota; 

- mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

- menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara 

tertib; 

- memelihara daftar buku anggota dan pengurus.  

Pengurus K3S juga berwenang untuk:182 

- mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; 

- memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta 

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran 

Dasar; 

                                                                 
181 Ibid., Ps. 30 (1). 

182 Ibid., Ps. 30 (2). 
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- melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan 

Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat 

Anggota. 

Pengurus K3S juga bertanggung jawab mengenai segala kegiatan 

pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota Luar 

Biasa.183 

 Pengawas 

Pengawas dalam K3S dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam 

Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. 

Pengawas bertugas: 

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pengelolaan Koperasi; 

- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.  

Pengawas berwenang: 

- Meneliti catatan yang ada pada Koperasi; 

- Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.  

 

2. Kegiatan Usaha pada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera  

Kegiatan usaha utama pada K3S adalah kegiatan usaha simpan-

pinjam. K3S berperan sebagai pihak yang melayani anggota untuk 

menyimpan dan meminjam dana secara bersama-sama. Atas dasar ini, 

dibentuk beberapa pola kebijakan yang menunjang kegiatan usaha K3S 

tersebut sebagai berikut. Sebagai suatu lembaga yang memfokuskan diri 

sebagai Koperasi Simpan Pinjam, K3S membentuk beberapa pola 

kebijakan untuk menunjang kegiatan usaha simpan pinjam yang 

dilakukan. Berikut merupakan pembahasan pola kebijakan yang 

diterapkan K3S berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankannya.  

a. Pola Kebijakan Simpanan 

                                                                 
183 Ibid., Ps. 31. 
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Simpanan anggota sebagai sumber modal utama koperasi kredit 

memegang peranan penting dalamrangka menunjang kegiatan usaha 

simpan pinjam. Demikian halnya dengan K3S yang memperoleh 

modal utama dari simpanan anggota. Berikut adalah jenis-jenis 

simpanan dalam K3S. 

1) Simpanan Saham 

2) Simpanan Non Saham184 

Untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan, maka yang akan 

dipaparkan dan dibahas dalam skripsi ini adalah Simpanan Saham.  

Simpanan saham merupakan bukti dan tanda kepemilikan saham 

pada K3S. Setiap anggota akan mendapatkan balas jasa berupa deviden 

sesuai dengan besarnya jumlah simpanan yang dimiliki dan dibagikan 

setiap tahun pada saat Rapat Anggota Tahunan. Simpanan saham 

terdiri atas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Kapitalisasi.  

Simpanan Pokok adalah simpanan yang disetor sekali, yakni pada 

saat calon anggota mendaftar menjadi anggota K3S. Besar simpanan 

pokok yang harus disetorkan adalah Rp 100.000,00 dan berdasarkan 

kebijakan K3S, dapat diangsur sebanyak maksimum 4 kali.  

Simpanan Wajib merupakan simpanan yang harus disetor tiap 

bulan oleh para anggota yang besarnya Rp 20.000,00 atau dapat disetor 

dimuka sekaligus untuk satu tahun buku, tergantung keinginan dan 

kemampuan anggota. Simpanan ini tidak dapat ditarik selama menjadi 

anggota. 

Simpanan Kapitalisasi adalah simpanan yang dapat disetor tiap saat 

untuk memperbesar modal saham anggota yang nominalnya tidak 

dibatasi. Simpanan ini dapat bersumber dari: 

- Setoran oleh anggota yang nominalnya tidak ditentukan atau 

disebut juga Simpanan Sukarela; 

                                                                 
184 Simpanan non saham merupakan simpanan yang mendapat balas jasa berupa bunga. Simpanan non 

saham terdiri atas Tabungan Lentera Anggota (TALENTA), Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA), 

Tabungan Berencana Keluarga (TABERNAKEL), Simpanan Ziarah dan Hari Raya (SITARA). (Lihat 

lengkapnya di Halaman Lampiran) 
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- Pengalihan deviden setiap tahun;185 

- 2% dari potongan pinjaman yang dicairkan.186 

b. Pola Kebijakan Pinjaman 

Sebagai salah satu kegiatan usaha utama K3S, proses peminjaman 

diatur pula secara terpisah dalam pola kebijakan pinjaman. Berikut 

merupakan penggolongan jenis pinjaman pada K3S. 

 Pinjaman Biasa 

Pinjaman biasa merupakan pinjaman yang diberikan kepada 

anggota yang besarnya tidak mengandung factor resiko, yakni 

maksimal sejumlah total uang simpanan wajib dan sukarela 

yang telah mengendap minimal 3 bulan. Peminjam dapat 

melunasi setiap saat meskipun belum jatuh tempo atau dalam 

jangka waktu maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang bila 

memenuhi syarat. Pinjaman jenis ini tidak memerlukan penjamin 

atau jaminan. Bunga yang dikenakan 2% per 30 hari dan 

merupakan bunga menurun. 

 Pinjaman Khusus 

- Pinjaman yang direncanakan 

Merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan 

masa keaktifan minimal 3 bulan yang besarnya maksimal 2 kali 

total simpanan sukarela yang telah mengendap selama minimal 

3 bulan. Peminjam dapat melunasi setiap saat atau dalam 

jangka waktu tertentu yang disepakati bersama. Untuk 

pinjaman ini diperlukan penjamin dan jaminan bila factor 

                                                                 
185 Sisa Hasil Usaha (SHU) K3S yang dibagikan tiap tahun pada saat Rapat Anggota Tahunan, yang 

dikonversikan masuk kepada Simpanan Kapitalisasi. Hal ini terjadi apabila ada anggota yang tidak 

mengambil SHU tersebut selama jangka waktu yang ditentukan.  

186 Setiap anggota mengajukan pinjaman, sebesar 2% dari total pinjaman yang dicairkan harus disetor 

ke dalam Simpanan Kapitalisasi. 
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resikonya lebih dari Rp 3.000.000,00. Suku bunga berkisar 

antara 2% - 3% per 30 hari dan berlaku menurun.187 

 

- Pinjaman yang bersifat Insidentil 

Merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan 

masa keaktifan minimal 3 bulan yang besarnya maksimal 2 kali 

dari total simpanan saham (simpanan wajib dan simpanan 

sukarela) yang telah mengendap selama minimal 3 bulan dan 

tidak lebih dari Rp 20.000.000,00. Peminjam dapat melunasi 

setiap saat atau dalam jangka waktu yang disepakati bersama. 

Untuk pinjaman ini diperlukan penjamin dan jaminan bila 

factor resikonya lebih dari Rp 2.000.000,00. Suku bunga 2% 

untuk pinjaman di bawah Rp 10.000.000,00 dan 3% untuk 

pinjaman di atas atau sama dengan Rp 10.000.000,00.  

 Pinjaman TABERNAKEL188 

Untuk Pinjaman TABERNAKEL, tidak akan dibahas dalam skripsi 

ini. 

 

Adapun setiap anggota diperkenankan mengajukan pinjaman dengan 

syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan dan prosedur pengajuan 

pinjaman adalah sebagai berikut: 

 Wajib mengisi formulir permohonan pinjaman secara lengkap 

dengan mendapatkan rekomendasi dari ketua unit kelompok, 

dijamin oleh satu orang anggota aktif, diketahui oleh 

istri/suami/orang tua. 

 Telah memenuhi persyaratan sebagai anggota secara penuh, masa 

keaktifan anggota minimal 3 bulan aktif; 

                                                                 
187 Untuk resiko < Rp 10.000.000,00 dikenakan bunga 2% per 30 hari; Untuk resiko Rp 10.000.000,00 

– Rp 20.000.000,00 dikenakan bunga 2,5% per 30 hari; Untuk resiko >= Rp 20.000.000,00 dikenakan bunga 

3% per 30 hari; 

188 Lihat Lampiran 
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 Memperhatikan faktor jumlah simpanan SS/SWK; 

 Telah melunasi simpanan wajib sampai dengan bulan pada saat 

mengajukan pinjaman; 

 Telah melunasi kewajiban bunga dan sisa pinjaman sebelumnya;  

 Penelitian data atau wawancara oleh pengurus K3S; 

 Bersedia menyerahkan jaminan dan diikat secara hukum melalui 

notaris bila diperlukan oleh K3S; 

 Bila dipandang perlu akan diadakan survey lokasi dan uji dokumen; 

 Permohonan pinjaman yang nilainya dalam kewenangan pejabat 

kredit akan memperoleh jawaban paling lambat dalam 3 hari kerja;  

 Permohonan pinjaman yang nilainya dalam kewenangan Pengawas 

akan memperoleh jawaban paling lambat dalam 6 hari kerja; 

 Membayar biaya administrasi Rp 5000,00, biaya materai Rp 

7000,00, dan biaya kapitalisas sebesar 2 % dari dana pinjaman yang 

dicairkan; 

 Setelah disetujui, Permohonan Pinjaman ditanda tangani oleh pihak-

pihak terkait (Ketua, Panitia Kredit, Bendahara) 

 Pencairan Pinjaman dapat dilakukan dengan cara Tunai (bila uang 

tunai tersedia) atau dengan cara Transfer.  

 

Mengenai kewajiban mengangsur dan denda kelalaian: 

 Peminjam wajib mengangsur pokok pinjaman beserta bunganya; 

 Angsuran pinjaman dilakukan sesuai tanggal pencairan pinjaman; 

 Bila terjadi kelalaian/keterlambatan atas kewajiban, peminjam 

dikenakan sanksi atau denda; 

 Teguran lisan atau peringatan tertulis diberikan apabila kredit 

macet. 

 

Untuk jumlah pinjaman yang besar yang harus disertai dengan jaminan 

tertentu, K3S akan meminta pertimbangan dan bantuan Puskopdit Jakarta 
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sebagai mitra Pembina K3S. Sebagai koperasi kredit yang masih dalam 

tahap berkembang, untuk memenuhi permohonan pinjaman dari anggota 

yang jumlahnya cukup besar, maka K3S akan menggunakan dana yang 

bersumber dari luar. Dana tersebut dapat berasal dari Puskopdit Jakarta 

atau lembaga keuangan lainnya.  

Sebagaimana umumnya, setiap pinjaman yang diberikan kepada 

anggota pada K3S dikenakan bunga pinjaman, yakni sebesar 2% - 3% per 

30 hari sesuai besar pinjaman yang dicairkan dan berlaku sistem suku 

bunga menurun. Kebijakan lain dari K3S sebagai koperasi yang berbasis 

pada pelayanan sosial adalah bahwa pola angsuran pinjaman/besarnya 

angsuran per bulan dapat disesuaikan sesuai kemampuan anggota masing-

masing.  

 

B. Analisis Implementasi Aspek Hukum Perjanjian pada Kegiatan Simpan 

Pinjam Koperasi Kredit Katedral Sejahtera 

 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Koperasi merupakan perkumpulan orang-

orang. Inilah yang membedakan Koperasi dengan badan usaha lainnya seperti 

Perseroan Terbatas, yang lebih merupakan suatu perkumpulan modal. Dari 

sejak awal pembentukannya, aspek hukum perikatan sudah terimplementasi 

secara nyata pada Koperasi. Hal ini dapat dilihat dari proses pembentukan 

Koperasi itu sendiri yang bermula dari kesepakatan orang-orang untuk 

mengikatkan diri secara bersama-sama dalam wadah yang dinamakan 

Koperasi. 

Demikian juga dengan K3S yang terbentuk karena adanya kesepakatan 

sekelompok orang (dalam hal ini pendiri K3S) untuk mendirikan Koperasi 

yang mengkhususkan usahanya pada Kegiatan Simpan Pinjam dengan fokus 

utama membantu umat Gereja yang memiliki kesulitan keuangan. Seiring 

perkembangannya selama lebih dari 13 tahun memberikan pelayanan di 

bidang kredit, K3S kini lebih terbuka dengan tidak membatasi pelayanannya 
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hanya untuk umat Gereja saja, namun juga kepada masyarakat sekitar yang 

juga membutuhkan bantuan keuangan.  

Secara umum, kegiatan simpan pinjam189 yang dilakukan oleh K3S ini 

adalah merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah karena memenuhi 4 syarat 

sahnya perjnajian yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni:190 

a. Kesepakatan Para Pihak 

Kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan 

perjanjian tersebut harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai 

hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. 191 Dalam kegiatan 

simpan pinjam K3S, terlibat dua pihak, yakni pihak Koperasi (K3S) 

sebagai Kreditur dan anggota (para anggota) sebagai Debitur. Sebetulnya, 

hubungan hukum atau singkatnya perikatan di antara kedua belah pihak ini 

sudah terbentuk sejak seseorang telah diterima sebagai anggota dalam 

K3S. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi dan diterima sebagai 

anggota K3S, pada saat itu telah terjadi kesepakatan tidak tertulis yang 

menimbulkan hubungan hukum di antara kedua belah pihak, yakni antar 

orang-perorangan dengan Koperasi yang juga dianggap sebagai subjek 

hukum. Adapun bentuk kesepakatan tersebut adalah bahwa K3S siap 

menjadi wadah dimana si anggota yang bersangkutan dapat menyimpan 

dan sewaktu-waktu dapat meminjam sejumlah uang, serta mendapatkan 

keuntungan daripadanya berupa deviden.  

b. Kecakapan Para Pihak 

Beberapa syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi anggota K3S, antara 

lain adalah bahwa calon anggota harus adalah Warga Negara Indonesia, 

                                                                 
189 Kegiatan simpan pinjam dalam K3S dapat diartikan sebagai kegiatan usaha K3S dimana 

anggotanya dapat menyimpan sejumlah uang sebagai „saham‟ yang dapat menghasilkan deviden setiap akhir 
tahun. Di samping itu para anggota juga dapat meminjam uang apabila memerlukan sesuai dengan besarnya 

jumlah simpanan yang mereka miliki atau lebih besar dari jumlah simpanan yang mereka miliki dengan 

persyaratan dan kesepakatan tertentu, yang dapat dibayar secara mengangsur da lam jangka waktu tertentu. 

190 Pasal 1320 KUH Perdata, “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya; 2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu 

sebab yang halal.  

191 Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 17. 
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berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan, 

sehat jasmani rohani dan tidak sedang terlibat dalam proses hukum di 

pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa K3S berusaha memilah dan 

hanya menerima anggota yang cakap secara hukum. Meskipun demikian, 

ada beberapa pengecualian untuk persyaratan keanggotaan ini, yakni bagi 

mereka yang berumur di bawah 21 tahun. Untuk mereka yang ingin 

menjadi anggota K3S namun belum berusia 21 tahun, maka tetap dapat 

menjadi anggota, namun dengan status Anggota Luar Biasa. Melihat 

adanya persyaratan ini, jelas sekali bahwa unsur kecakapan bertindak para 

pihak juga diperhatikan oleh K3S untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan nantinya. 

c. Hal Tertentu 

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Rumusan hal tertentu 

dapat kita lihat pada Pasal 1333 KUH Perdata192 yang menegaskan bahwa 

apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, 

berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. KUH Perdata hendak 

menjelaskan bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan 

keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu di dalam 

lapangan harta kekayaan. Demikian juga dalam kegiatan usaha K3S, yakni 

simpan-pinjam, dapat kita lihat bahwa objek yang bertindak sebagai suatu 

„hal tertentu‟ adalah uang. Pihak pertama, dalam hal ini, K3S menjanjikan 

kesediaan diri untuk menampung sejumlah uang dari anggota sebagai 

simpanan dan menyediakan kredit bagi anggota yang membutuhkan 

dengan syarat-syarat tertentu. K3S juga „memperjanjikan‟ membagi 

keuntungan usaha dalam bentuk deviden kepada masing-masing anggota 

sesuai dengan jasanya masing-masing (memberikan dan menerima 

sesuatu). Demikian juga halnya dengan pihak kedua yang adalah anggota 

K3S. Anggota K3S berkewajiban membayar simpanan saham dan 

                                                                 
192 Pasal 1333 KUH Perdata, “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa 

suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan 

tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” 
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membayar angsuran beserta bunga dalam hal memiliki pinjaman terhadap 

K3S (memberikan dan menerima sesuatu). 

d. Sebab yang Halal 

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah suatu sebab yang 

halal. Sebab yang dimaksudkan adalah isi perjanjian itu sendiri. Suatu 

perjanjian tidak dapat diadakan tanpa adanya suatu sebab, demikian juga 

apabila perjanjian diadakan dengan pura-pura saja atau didasarkan atas 

sebab yang tidak diperbolehkan sebagaimana tersirat dalam pasal 1335 

KUH Perdata193. Syarat ini juga terpenuhi dalam hubungan K3S dengan 

anggotanya dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan 

utama terbentuknya K3S adalah untuk membantu meningkatkan 

perekonomian umat Gereja dan masyarakat sekitar. Atas dasar tujuan ini, 

dapat dilihat bahwa pembentukkan K3S dan kegiatan usahanya, yang 

menimbulkan hubungan hukum dengan anggotanya, memiliki sebab yang 

halal dan sah sebagai suatu bentuk perjanjian.  

 

Demikian, hubungan antara K3S dan para anggotanya memenuhinya syarat 

sahnya perjanjian. Jadi, jelaslah bahwa semenjak K3S berdiri, telah terjadi 

perikatan tak tertulis antara K3S dengan para anggotanya yang menimbukan 

hubungan hukum yang terimplementasi dengan adanya hak dan kewajiban 

pada masing-masing pihak. Perikatan ini merupakan kesepakatan yang tidak 

tertulis dimana para anggota dapat menyimpan sejumlah uang dan kemudian 

dapat pula meminjam uang berdasarkan keanggotaannya itu dan besarnya 

simpanan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan pada K3S. 

Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah: termasuk ke dalam jenis 

perjanjian manakah hubungan simpan-pinjam dalam kegiatan usaha K3S 

tersebut? KUH Perdata sendiri, tidak menyebutkan secara tersurat mengenai 

jenis perjanjian dalam hubungan simpan-pinjam dalam K3S ini. Namun 

demikian, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita lihat di sini, 

                                                                 
193 Pasal 1335 KUH Perdata, “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu 

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” 
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bahwa hubungan „pinjam‟ antara anggota dengan K3S dapat dipersamakan 

dengan kredit dalam dunia perbankan. 

Berikut adalah unsur-unsur „kredit‟ perbankan yang dapat ditemui dalam 

kegiatan usaha „pinjam‟ pada K3S. 

 Adanya unsur kepercayaan; 

Sesuai dengan definisi dari kata „kredit‟ tersebut yang secara harafiah 

diterjemahkan sebagai „kepercayaan‟, unsur kepercayaan ini erat sekali 

dalam hal terjadinya pemberian kredit. Kepercayaan didefinisikan sebagai 

keyakinan dari Kreditur bahwa prestasi (uang/barang) yang diberikannya 

akan benar-benar diterimanya kembali pada saat yang telah diperjanjiakan, 

pada masa yang akan datang. Unsur kepercayaan ini dapat dengan mudah 

ditemui dalam K3S. Jelas, bahwa K3S didirikan dengan tujuan utama 

membantu masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan. Singkatnya, 

K3S berusaha membangun diri sebagai sarana untuk mengembangkan 

potensi para anggotanya masing-masing dengan konsep dan ideologi 

koperasi, yakni mengedepankan konsep kebersamaan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan ekonomi para anggotanya. 194 Atau dengan kata 

lain, mendorong para anggotanya mandiri dengan saling membantu.  

Ketika K3S membangun citra diri sebagai koperasi, dan memfokuskan 

kegiatan usahanya pada unit simpan pinjam, K3S telah mengetahui bahwa 

sebagian besar yang menjadi anggota dari K3S merupakan masyarakat 

kelas menengah ke bawah. Mungkin akan sulit sekali bagi lembaga 

perbankan untuk memberikan pinjaman berupa dana segar kepada 

kelompok masyarakat yang demikian. Namun, K3S memberanikan diri 

mengambil resiko adanya kredit macet yang mungkin bisa terjadi. Hal ini 

tentunya hanya dapat terjadi karena adanya poin kepercayaan dari K3S 

kepada para anggotanya dalam hal pemberian pinjaman/kredit.  

 Adanya unsur jangka waktu; 

                                                                 
194 Andjar Pachta W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, Hukum Koperasi Indonesia…, hal. 

14. 
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Jangka waktu didefinisikan sebagai adanya tenggat waktu tertentu antara 

pemberian prestasi dengan pengembaliannya. Unsur jangka waktu menjadi 

salah satu ciri utama dalam kredit. Dalam pola kebijakan peminjaman pada 

K3S, telah disebutkan sebelumnya, bahwa peminjam dapat melunasi 

pinjamannya setiap saat atau dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. 

Namun dalam observasi yang dilakukan Penulis, jangka waktu ini 

sebetulnya dapat disesuaikan dengan kemampuan angsuran peminjam 

yang bersangkutan, sesuai dengan kesepakatan bersama. Sehingga 

mungkin sekali terjadi bahwa pelunasan pinjaman terjadi dalam jangka 

waktu 2 tahun, atau bahkan lebih. Ini membuktikan bahwa dalam kegiatan 

usaha „pinjam‟ dalam K3S, terdapat unsur jangka waktu yang 

menjadikannya hampir serupa dengan kredit dalam sistem perbankan.  

 Adanya unsur tingkat resiko; 

Dengan melepas prestasi kepada pihak lain atas dasar kepercayaan belaka, 

Kreditur, dalam hal ini K3S menanggung resiko, yakni kemungkinan 

bahwa prestasi tersebut tidak kembali lagi, atau dalam hal kredit, kredit 

yang diberikan dapat saja macet atau si anggota K3S tidak membayar 

sama sekali. Adanya tingkat resiko ini, dalam perkembangannya, 

menimbulkan ketentuan mengenai adanya „jaminan‟ dari Debitur.  

Mengenai potensi tingkat resiko dan kerugian ini, K3S juga memiliki 

beberapa tindakan preventif, yakni dengan memberikan syarat adanya 

jaminan untuk setiap pinjaman yang diberikan. Untuk pinjaman biasa, 

yakni pinjaman yang diberikan kepada anggota yang besarnya maksimum 

sejumlah total uang simpanan wajib dan sukarela yang telah 

mengendap minimal 3 bulan, tidak diperlukan penjamin ataupun 

jaminan195. Hal ini merupakan kebijakan dari K3S karena pinjaman jenis 

ini tidak memiliki faktor resiko apapun. Uang yang dipinjamkan tidak lain 

tidak bukan merupakan uang si peminjam itu sendiri yang merupakan 

gabungan dari simpanan wajib dan sukarela.  

                                                                 
195 Meskipun dalam prosedur permohonan pinjaman, tetap diwajibkan bahwa setiap pinjaman yang 

dilakukan anggota wajib diketahui oleh istri/suami dan dijamin oleh seorang anggota K3S juga.  
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Untuk pinjaman khusus yang direncanakan196 dan pinjaman khusus 

Insidentil197, K3S mensyaratkan adanya jaminan perseorangan yang di 

dalam KUH Perdata dikenal sebagai Borgtocht dan Guarantee dan atau 

jaminan kebendaan apabila dianggap perlu oleh pihak K3S, atau dalam hal 

nominal pinjaman yang diajukan mengandung resiko yang dianggap tinggi 

oleh pihak K3S. 

Mengenai Borgtocht dan Guarantee198, dapat kita lihat dari prosedur 

permohonan pinjaman pada K3S, yakni wajib mengisi formulir 

permohonan pinjaman secara lengkap dengan mendapatkan rekomendasi 

dari ketua unit kelompok, serta dijamin oleh satu orang anggota aktif, 

diketahui oleh istri/suami/orang tua, sekalipun untuk pinjaman biasa 

yang tidak mengandung faktor resiko sama sekali. Atas dasar prosedur ini, 

dapat kita lihat bahwa K3S juga telah memperkirakan adanya resiko dan 

melaukan tindakan preventif dengan mengharuskan bahwa permohonan 

pinjaman tersebut harus diketahui oleh istri/suami yang bersangkutan serta 

dijamin oleh satu anggota aktif.  

Untuk permohonan pinjaman khusus tertentu yang nominalnya 

melebihi total julah simpanan wajib dan simpanan sukarela si anggota, 

atau pinjaman yang dianggap memiliki faktor resiko yang cukup tinggi 

oleh K3S, maka Debitur (anggota koperasi yang bersangkutan) wajib 

memberikan jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan yang jenis-

jenisnya telah dijelaskan sebelumnya.  

Adapun baik jaminan perseorangan maupun jaminan kebendaan pada 

proses peminjaman ini, memiliki prinsip Accesoir (tambahan) dikenal 

                                                                 
196 Pinjaman khusus yang direncanakan merupakan pinjaman yang besarnya maksimal 2 kali total 

simpanan sukarela yang telah mengendap selama minimal 3 bulan  

197 Pinjaman khusus insidentil merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan masa 

keaktifan minimal 3 bulan yang besarnya maksimal 2 kali dari total simpanan saham (simpanan wajib dan 

simpanan sukarela) yang telah mengendap selama minimal 3 bulan  

198 Guarantee adalah jaminan dari pihak ketiga bahwa seseorang akan berbuat sesuatu. Semetara 

Borghtoch merupakan suatu penanggungan hutang dimana seorang pihak ketiga guna kepentingan si 

berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang apabila si berhutangtidak memenuhinya. 
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dengan Additional Contract atau Bijkomede Verbintenis.199 Yang sifatnya 

mengikuti perjanjian pokoknya, dalam hal ini perjanjian kredit.  

 Adanya unsur bunga/prestasi; 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada setiap pinjaman uang pada K3S 

dikenakan suku bunga antara 2% - 3% per 30 hari dan berlaku menurun. 

Untungnya dalam Koperasi, termasuk K3S, bunga pinjaman ini, selain 

tentunya diperlukan untuk menunjang operasional K3S, juga dikembalikan 

lagi dalam bentuk deviden kepada si peminjam yang notabene adalah 

anggota sebagai suatu bentuk Sisa Hasil Usaha yang dibagikan setiap 

Rapat Akhir Tahunan. Bagaimanapun, unsur bunga ini menjadi salah satu 

unsur yang menunjukkan bahwa proses kegiatan „pinjam‟ K3S hampir 

serupa dengan kredit dalam perbankan. 

 

Terpenuhinya unsur-unsur kredit perbankan dalam kegiatan „pinjam‟ pada 

K3S memberikan sedikit gambaran bahwa kegiatan usaha K3S, khususnya 

kegiatan „pinjam‟ hampir serupa dengan praktek kredit dalam lembaga 

perbankan, yang mengandung aspek hukum perjanjian, yakni perjanjian 

kredit. Perjanjian Kredit itu sendiri, merupakan perluasan dari Perjanjian 

Pinjam-Meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata200. 

Berdasarkan pendapat dari Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH 

mengenai Perjanjian Kredit,201 maka dapat disimpulkan dalam hubungan 

pinjam antara K3S dengan anggotanya, terdapat dua perjanjian yang 

berdampingan, yaitu: 

                                                                 
199 Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, Cet. 1, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal. 34.  

200 Pasal 1754 KUH Perdata : “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, 

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan 

keadaan yang sama pula.” 

201 Endang Wahyuni, “Perjanjian Kredit Uang dan barang pada Pusat Koperasi Pegawai”, (Skripsi 

Sarjana Universitas Indonesia, 1987), hal 67-72. 
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- Perjanjian pendahuluan untuk mengadakan perjanjian pinjam 

meminjam, yakni pada saat terjadi persetujuan pemberian pinjaman, 

yang menunjukkan terjadinya kesepakatan tentang pinjam meminjam 

uang, yang bersifat konsensual. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, setiap orang yang mengajukan 

diri menjadi anggota K3S, mengetahui, bahwa „suatu saat‟ nanti mereka 

akan meminjam dana dari K3S bila diperlukan. Sebaliknya, K3S 

menyadari bahwa ketika seseorang mengajukan permohonan untuk 

menjadi anggota, bahwa tujuan utama mereka adalah memperoleh dana 

segar jika sewaktu-waktu diperlukan. Dengan demikian kedua belah pihak 

telah menduga dan meyakini ada kemungkinan besar akan terjadi suatu 

perjanjian pinjam meminjam. Dan Pihak K3S sebagai Pihak Kreditor telah 

menyetujui pemberian pinjaman yang akan terjadi di kemudian hari, 

tentunya apabila memenuhi semua ketentuan yang ada. Perjanjian ini 

merupakan perjanjian timbal balik dan tidak bernama. Perjanjian ini 

diatur dalam Bagian Umum Buku III KUH Perdata.  

- Perjanjian Pinjam Meminjam, yang mulai terjadi pada saat penyerahan 

uang oleh pihak K3S kepada Anggota, yang bersifat riel.  

Perjanjian ini tunduk pada Pasal 1754 – 1759 KUH Perdata, sepanjang 

tidak disimpangi oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut. Adapun 

perjanjian pinjam meminjam ini tidak akan terjadi tanpa didahului oleh 

adanya perjanjian yang pertama. Perjanjian ini merupakan perjanjian 

sepihak dan bernama. 

 

Terpenuhinya unsur-unsur „kredit‟ dan kemiripan dengan praktek kredit dalam 

dunia perbankan menjadikan kegiatan „pinjam‟ pada K3S serupa dengan 

„perjanjian kredit‟ yang merupakan perluasan dari Pasal 1754 KUH Perdata. 

Kenyataannya, ada ketentuan bahwa kegiatan „pinjam‟ dalam K3S dapat 

„terjadi‟ hanya untuk anggota K3S yang telah memiliki masa aktif 

keanggotaan paling sedikit 3 bulan, dengan maksimal pinjaman disesuaikan 
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dengan besarnya simpanan yang dimiliki anggota tersebut.202 Hal ini tentu saja 

berbeda pada perjanjian kredit yang berkembang dalam dunia perbankan yang 

membolehkan semua orang mengajukan pinjaman, asal mampu memenuhi 

persyaratan dan ketentuan yang ada. Dapat kita lihat bahwa satu-satunya hal 

yang membedakan kegiatan „pinjam‟ pada K3S dan lembaga keuangan 

perbankan adalah bahwa pada K3S setiap calon peminjam harus merupakan 

anggota K3S yang telah aktif minimal 3 bulan dan memiliki „simpanan‟ di 

K3S. Adanya unsur „simpan‟ menjadi poin pembeda dari Perjanjian Kredit 

pada umumnya. 

Merujuk pada kenyataan ini, penulis berpendapat bahwa dalam hubungan 

simpan-pinjam pada K3S terdapat suatu bentuk perjanjian bersyarat. 

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada perikatan bersyarat 

terdapat dua jenis syarat, yakni syarat batal dan syarat tangguh. Hubungan 

simpan-pinjam pada K3S ini, menurut hemat kami, merupakan suatu jenis 

Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Syarat Tangguh.  

Hal ini dapat dilihat pada keadaan bahwa masing-masing pihak secara 

tidak langsung, baik K3S maupun anggotanya, sudah menyepakati bahwa 

„suatu saat‟ dapat terjadi hubungan pinjam-meminjam yang adalah salah satu 

bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Setiap orang 

yang mengajukan diri menjadi anggota K3S, mengetahui, bahwa „suatu saat‟ 

nanti mereka akan meminjam dana dari K3S bila diperlukan. Sebaliknya, K3S 

menyadari bahwa ketika seseorang mengajukan permohonan untuk menjadi 

anggota, bahwa tujuan utama mereka adalah memperoleh dana segar jika 

sewaktu-waktu diperlukan203. Untuk itu, K3S memberikan persyaratan bahwa 

anggota baru dapat meminjam setelah memiliki masa keaktifan sebagai 

anggota K3S selama minimal 3 bulan. Pada masa 3 bulan tersebut, K3S 

memberikan penilaian tersendiri kepada si anggota yang bersangkutan. Salah 

satu bentuk penilaian dan pertimbangan ketika seorang anggota mengajukan 

                                                                 
202 Lihat pada jenis-jenis pinjaman. 

203 Tentunya dengan beberapa pengecualian dimana ada juga yang memiliki tujuan menabung saja.  
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permohonan pinjaman kepada K3S adalah seberapa teratur si anggota yang 

bersangkutan memenuhi kewajibannya melakukan simpanan dan seberapa 

besar simpanan saham yang dimiliki anggota tersebut. Bagaimanapun, 

besarnya pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan besarnya simpanan 

yang dimiliki.  Semakin besar simpanan yang dimiliki, semakin besar 

pinjaman yang dapat diberikan oleh K3S kepada masing-masing anggotanya, 

karena semakin kecil resiko yang ada. Meskipun untuk beberapa permohonan 

pinjaman tertentu, K3S bersedia memberikan pinjaman yang besarnya jauh 

lebih besar dari pada simpanan yang dimiliki anggotanya. Hal ini dapat saja 

terjadi, tentunya dengan jaminan tertentu.  

Singkatnya, hubungan simpan-pinjam antara K3S dan anggotanya 

adalah merupakan suatu bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam dengan 

syarat tangguh, yakni dimana Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut baru 

akan ada dan dapat terjadi hanya bila dan apabila anggota tersebut telah 

memiliki masa keaktifan selama minimal 3 bulan. Dimana Perjanjian 

Pinjam Meminjam tersebut akan terjadi bukan hanya karena syarat „telah 

menjadi anggota selama 3 bulan‟ telah terpenuhi, melainkan juga berkaitan 

dengan keaktifan si anggota yang bersangkutan dalam waktu 3 bulan tersebut, 

termasuk di dalamnya menyimpan dana dan dalam keikutsertaan dalam 

kegiatan perkoperasian yang diadakan K3S. Hal ini terkait dengan kondisi 

bahwa pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan besarnya simpanan saham 

yang dimiliki anggotanya masing-masing, yang tentunya tidak akan terjadi 

apabila saldo simpanan saham anggota kosong.  

 

C. Analisis Implikasi Kedudukan Hukum Koperasi Kredit Katedral 

Sejahtera dalam Hal Terjadi Wanprestasi 

 

Menelusuri jejak langkah Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, Penulis 

menemukan fakta bahwa K3S ini belum berbadan hukum. Hingga 13 tahun 

berdiri, K3S masih menjadi anak binaan dari Pusat Koperasi Kredit Jakarta dan 

belum berdikari sendiri sebagai suatu badan hukum yang mandiri. Lainnya, 
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sebagai tempat menyimpan sementara harta kekayaan K3S, dipergunakan 

rekening pada salah satu lembaga keuangan yang masih atas nama ketua 

koperasi, bukan dengan nama „K3S‟ sendiri.  

Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian, disebutkan bahwa Koperasi 

memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh 

Pemerintah.204 Dimana untuk mendapatkan pengesahan tersebut, para pendiri 

koperasi harus mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian 

Koperasi.205 Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling 

lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. 206 Pengesahan akta 

pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 207 Suatu 

proses yang sebetulnya mudah untuk dilakukan.  

Sebetulnya, status badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat undang-

undang intinya adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga 

pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara RI. 208 Dengan 

mendapatkan status badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi 

subjek hukum yang meiliki hak dan kewajiban. Sehingga, terhadap pihak 

ketiga –apabila diperlukan- dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa 

yang dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum 

koperasi tersebut.209 

Mengenai hal ini, Ketua K3S210 menyatakan pertimbangannya mengenai 

K3S yang belum berstatus sebagai badan hukum yang sah. Beliau menyatakan 

bahwa K3S belum siap berbadan hukum karena pelayanan yang belum dapat 

                                                                 
204 Ibid., Ps. 9. 

205 Ibid., Ps. 10 (1). 

206 Ibid., Ps. 10 (2). 

207 Ibid., Ps. 10 (3). 

208 Munculnya ide pencantuman tentang aturan ini oleh pembuat undang-undang, awalnya adalah 

hanya untuk memudahkan kantor urusan koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-

koperasi yang didirikan di Indonesia.  

209 Andjar Pachta W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, Hukum Koperasi Indonesia…, hal. 

92. 

210 Ir. Taufik Kusman 
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dilakukan setiap hari. Adapun hingga kini operasional K3S hanya 4 kali dalam 

sebulan, yakni setiap Hari Minggu (malah sebelumnya hanya beroperasi 3 kali 

dalam sebulan). Hal lainnya, menurutnya lagi, kepengurusan K3S itu sendiri 

masih perlu memebenahi diri untuk meningkatkan kinerja yang jauh lebih baik. 

Tentu saja, ada rencana untuk menjadikan K3S sebagai suatu Badan Hukum 

yang sah, namun hal ini menurutnya baru dapat terwujud bilamana telah ada 

kesiapan dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain dalam bidang 

akuntansi, pelaporan keuangan, pajak, dan konsistensi keperngurusan itu 

sendiri. K3S sementara ini masih berada di bawah bimbingan Puskopdit 

Jakarta yang juga menangani beberapa koperasi kredit lain di Jakarta. 211 

Tentu saja status K3S yang belum berbadan hukum ini menjadi suatu 

masalah tersendiri dalam hubungan simpan-pinjam sebagai kegiatan usaha 

K3S apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur (Peminjam) yang adalah anggota 

K3S itu sendiri. Masalah utamanya adalah siapa yang dapat dimintai 

pertanggung jawaban atas wanprestasi yang dapat merugikan anggota 

koperasi lainnya tersebut mengingat K3S bukan/belum merupakan suatu Badan 

Hukum yang berarti bukan merupakan subjek hukum yang sah. Apakah 

kemudian tanggung jawab ini dilimpahkan kepada Pengurus K3S atau 

dibebankan bersama-sama kepada seluruh anggota? 

Berdasarkan sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia, 

kedudukan hukum pengurus koperasi adalah sebagai alat kelengkapan suatu 

badan hukum, dimana tindakannya dianggap pula sebagai tindakan badan 

hukum, bukan atas nama pribadi. Hal ini tentu saja dengan catatan tentang 

konsep teoritis mengenai sifat badan hukum yang dianggap mempunyai 

kecakapan bertindak melalui alat kelengkapannya. Alat perlengkapan itu 

adalah jabatan yang diciptakan dalam struktur organisasi koperasi. Jabatan ini 

dilengkapi dengan tugas dan wewenang tertentu yang ditetapkan dalam 

undang-undang yang mengatur tipe badan hukum yang demikian itu. Pejabat-

pejabat yang dipilih untuk mengisi jabatan tersebut adalah manusia-manusia 

                                                                 
211 Seperti yang disadur dalam wawancara dengan Ketua K3S.  
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pribadi. Para pejabat itu menduduki jabatannya selama masa jabatan yang 

ditentukan. Tindakan para pejabat dianggap sebagai tindakan badan hukum. 

Kenyataannya, K3S adalah koperasi yang belum merupakan badan hukum 

yang sah. Tentu saja hal ini menjadi masalah dalam hal kedudukan hukum 

pengurus. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan hukum pengurus 

koperasi adalah sebagai alat kelengkapan suatu badan hukum, dimana 

tindakannya dianggap pula sebagai tindakan badan hukum, bukan atas nama 

pribadi. Namun, K3S belum menjadi badan hukum. Yang harus dicermati 

kemudian, apakah tindakan para pengurus ini kemudian menjadi suatu 

tindakan atas nama pribadi atau tidak, mengingat K3S sebagai wadah 

kepengurusan tempat si Pengurus melakukan tugasnya adalah bukan suatu 

badan hukum yang sah. 

Dikonfirmasi mengenai masalah pertanggung jawaban dalam hal terjadi 

„kredit macet‟ atau wanprestasi yang terjadi atau pernah terjadi, Ketua K3S 

menyatakan bahwa tanggung jawab ini seharusnya diemban oleh K3S, 

mengingat setiap tahun ada dana cadangan yang sengaja disisihkan, yang salah 

satu fungsinya mengatasi kredit macet tersebut. Hal ini menjawab pertanyaan 

mengenai masalah pertanggung jawaban dalam kegiatan usaha yang dilakukan 

K3S. 

Melihat hal ini, dapat terlihat bahwa terdapat pemisahan harta kekayaan 

dan tanggung jawab antara Pengurus dan K3S, meskipun pada kenyataannya 

K3S belum berstatus badan hukum yang sah. K3S bertindak seolah-olah 

sebagai suatu badan hukum yang sah, dimana Pengurusnya bertindak sebagai 

organ pelengkap yang menjalankan fungsi K3S tersebut. Dimana dalam hal 

terjadi wanprestasi, K3S dianggap seolah-olah sebagai suatu Badan Hukum 

yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi dalam kegiatan 

usahanya, termasuk pertanggung jawaban dalam hal terjadi wanprestasi.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan mengenai hubungan simpan pinjam yang adalah 

kegiatan usaha dari Koperasi Kredit Katedral Sejahtera yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hubungan simpan-

pinjam yang merupakan kegiatan usaha Koperasi Kredit Katedral 

Sejahtera memang benar telah memenuhi unsur-unsur perjanjian 

sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Hubungam simpan-pinjam 

tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur kredit pada perbankan, sehingga 

hampir serupa dengan Perjanjian Kredit dalam Perbankan. Namun 

demikian, hubungan simpan-pinjam pada Koperasi Kredit Katedral 

Sejahtera bukan merupakan murni Perjanjian Kredit. Hal ini dikarenakan 

adanya beberapa persyaratan yang diberikan oleh pihak Koperasi sebelum 

terjadinya Perjanjian Kredit tersebut. Dengan demikian, melihat 

keberadaan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum terjadinya suatu 

perjanjian, maka hubungan simpan pinjam antara K3S dengan anggotanya 

dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perjanjian pinjam meminjam 

dengan syarat tangguh. 

2. Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, yang belum berstatus sebagai suatu 

badan hukum yang sah, bertanggung jawab seolah-olah telah berstatus 

sebagai suatu badan hukum yang sah pada setiap kegiatan usaha yang 

dijalankan. Dengan demikian, dalam hal terjadi wanprestasi yang 

dilakukan oleh anggotanya, Koperasi Kredit Katedral Sejahtera juga 

bertanggung jawab atas segala resiko kerugian yang ada. Hal mungkin 

terlihat menyimpang dari yang biasa terjadi, namun demikianlah yang 

terjadi dan dapat saja terjadi, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang 

bersangkutan. 

Analisis hubungan ..., Prisca Inggriani Wiratna, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



84 
 

Universitas Indonesia 

 

B. SARAN 

Adapun berikut adalah saran-saran yang dapat dikemukakan Penulis: 

1. Mengingat pentingnya memiliki status hukum yang sah, maka sebaiknya 

Koperasi Kredit Katedral Sejahtera segera mengurus keabsahan status 

hukumnya sebagai suatu Badan Hukum yang sah, sehingga dalam hal 

terjadi masalah hukum dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah 

baru. 

2. Mengingat segala permasalahan yang terjadi dalam Koperasi Kredit 

Katedral Sejahtera seringkali berkaitan dengan komitmen para 

pengurusnya, maka diharapkan ke depannya Koperasi Kredit Katedral 

Sejahtera lebih berhati-hati dan memiliki kualifikasi yang jelas dalam 

memilih anggotanya untuk menjadi pengurus Koperasi.  
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